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ABSTRAK

PENGELOLAAN DANA NON HALAL UNTUK KEGIATAN
INFRASTRUKTUR SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Metro)

Oleh :
ELSA KIRANA
1502090130

Transaksi Lembaga Amil Zakat tidak akan lepas dari lembaga
keuangan konvensional karena lembaga keuangan konvensional masih
mendominai seluruh transaksi keuangan di setiap negara. Sehingga transaksi
ini lazim dan tidak dapat dihindari Lembaga keuangan syariah memenuhi
sebagian hajat keuangannya dengan bertransaksi pada bank konvensional.
Misalnya saat penerimaan zakat melalui bank konvensioanal maka ada bagian
penerimaan yang bersumber dari pendapatan jasa giro atau bunga bank
konvensional dan hal tersebut menurut prinsip syariah Islam adalah haram.
Seperti yang terjadi di Daarut Tauhid Peduli Metro menerima sedekah dari
donatur dimana dana tersebut bersumber dari bunga bank yang dikelola untuk
kegiatan infrastuktur sosial.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana Persepektif
Hukum Islam terhadap Pengelolaan Dana Non Halal Untuk Kegiatan
Infrastruktur Sosial di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Metro.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji
Persepektif Hukum Islam terhadap Pengelolaan Dana Non Halal Untuk
Kegiatan Infrastruktur Sosial di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli
Metro. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field
research). Dengan teknik pengumpulan data, wawancara dan dokumentasi.
Setelah data terkumpul, maka peneliti melakukan analisis dengan
menggunakan metode induktif.

Berdasarkan pengelolaan dan analisis data yang telah dilakukan
hasilnya menyatakan bahwa Pengelolaan Dana Non Halal Untuk Kegiatan
Infrastruktur Sosial di Daarut Tauhid Peduli Metro dalam Perspektif Hukum
Islam adalah diperbolehkan. Diskusi Intensif Ikatan Akutansi Indonesia dan
MUI menyatakan bahwa dana non halal pada prinsipnya adalah dana yang
dapat digunakan bukan dana non halal dalam arti haram dan tidak bisa
digunakan. ED PSAK Nomor 9 menjelaskan, pendapatan dana non halal
bukanlah sengaja diterima oleh entitas syariah seperti hasil korupsi,
pencurian, perampokan yang diketahui sebelumnya. Entitas syariah otomatis
menerima bunga dari tabungan dan deposito di bank konvensional. Hal ini
juga dijelaskan oleh keputusan MUI tentang diperbolehkannya dana non halal
digunakan untuk kepentingan umat. Sebagaimana metode yang digunakan
dalam penetapannya yaitu oleh al-Taysir al-Manhaji, Tafrig al Halal ‘An al-
Haram, 'Adah al-Nazhar, dan Tahgiq al-Manath.
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“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai
setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. ” (Q.S Al-
Bagarah: 276)*

! Departemen agama dan RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: J-Art, 2004), 47.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut World Bank pengertian infrastuktur sosial merupakan aset
yang mendukung kesehatan dan keahlian masyarakat dalam peningkatan
pertumbuhan ekonomi yang meliputi pendidikan (sekolah dan
perpustakaan), kesehatan (rumah sakit dan pusat kesehatan), perumahan dan
rekreasi (taman, museum dan lain-lain). Infrastruktur sosial adalah
infrastruktur yang dibangun untuk kenyamanan sosial dalam rangka
mendukung produktivitas ekonomi, seperti : sekolah, rumah sakit, gedung
olahraga dan lain-lain.?

Untuk memberikan kenyamanan sosial kepada masyarakat dengan
membangun infrastruktur sosial haruslah ada sumber dana yang digunakan.
Salah satu sumber dananya berasal dari Zakat, infag, shodagoh dan wakaf
(ZISWAF). ZISWAF memberi Kkonstribusi penting sebagai sektor
penyangga Islamic sosial finance di Indonesia. Sektor ZISWAF ini telah
banyak berperan dan berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur sosial
yang mempertinggi kualitas hidup manusia dan kemanusiaan (human

development). Pendistribusian ZISWAF yang bertujuan untuk pemerataan

2 Rizki Maulana Rahman Nurhakim, “Analisis Pengaruh Infastruktur Ekonomi dan Sosial
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Priangan Timur 2011-2016.” Skripsi Pada Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung, 2019, dalam www.repository.unpas.ac.id diunduh pada
30 Oktober 2019.



ekonomi dan pembangunan perlu ditopang oleh suatu badan pengelola zakat
yang modern dan professional yaitu BAZNAS dan LAZ. 3

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang
dibentuk oleh pemerintah terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah
dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat
sesuai dengan ketentuan agama. Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ)
adalah lembaga di lingkungan masyarakat yang dibentuk untuk membantu
BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.*

Dalam proses kegiatan pengumpulan dana zakat yang dilakukan,
BAZNAS dan LAZ memiliki rekening tidak hanya di bank syariah saja
melainkan bank konvensional juga. BAZNAS dan LAZ memiliki rekening
pada bank syariah dan bank konvensional, pada saat ada transaksi biasanya
muzzaki (pemberi zakat) lebih memilih transfer melalui rekening bank
konvensional daripada bank syariah adalah karena prosesnya lebih cepat
dan cabang dari bank konvensional lebih banyak daripada bank syariah. Hal
ini bertujuan agar mempermudah penerimaan dana zakat dari berbagai
sumber terutama sistem transfer melalui rekening bank konvensional dan
hal ini tidak lepas dari munculnya dana non halal.®

Transaksi Lembaga Amil Zakat tidak akan lepas dari lembaga

keuangan konvensional, hal ini disebabkan lembaga keuangan konvensional

3 M. Fuad Nasar, “Zakat dan Wakaf Membangun Infrastruktur Sosial”, dalam
www.bimasislam.kemenag.go.id diunduh pada 31 Oktober 2019.

4 Nur Hisamuddin dan Iva Hardianti Sholikha, “Persepsi, Penyajian Dan Pengungkapan
Dana Non Halal Pada BAZNAS Dan PKPU Kabupaten Lumajang”, ZISWAF No. 1/ Juni 2014, 6-
7.

% 1bid., 4.



masih mendominasi seluruh transaksi-transaksi keuangan disetiap negara,
sehingga menjadi transaksi yang lazim dan pada beberapa kondisi tidak bisa
dihindarkan, sehingga Lembaga Keuangan Syariah memenuhi sebagian
hajat keuangannya dengan bertransaksi pada bank konvensional. Misalnya
dalam transaksi perbankan, timbulnya bunga tidak akan dapat dihindari dari
transaksi tersebut.®

Saat penerimaan melalui bank konvensional maka dana zakat
tersebut ada bagian penerimaan dari sumber lain yaitu berasal dari
pendapatan jasa giro atau bunga bank konvensional dan hal tersebut
menurut prinsip syariah Islam adalah haram. Penerimaan dana tersebut
memang sulit dihindari oleh BAZ dan LAZ dan sifatnya adalah darurat.
Untuk keperluan lalu lintas pembayaran seperti hal tersebut maka dana non
halal diterima oleh amil dan dana non halal menunjukkan hal-hal yang tidak
halal yaitu dana yang sangat jelas haram berdasarkan hukumnya.’

Dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak
sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga
yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal pada
umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan

oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.®

6 Mitha Shoviaty dan Ahmad Djalaludin, “Analisis Perbandingan Perlakuan Dana Non
Halal Pada Lembaga Amil Zakat Kota Malang”, EI-Muhasaba No. 2/Juli 2017, 130.

" Nur Hisamuddin dan Iva Hardianti Sholikha, “Persepsi, Penyajian Dan., 4.

8 Ahmad Roziq dan Widya Yanti, “Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan
Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat”, Jurnal Akuntani
Universitas Jember No. 2/Maret 2015, 25.



Menurut Yusuf Qardhawi, masalah haram tetap dinilai haram
betapapun baik dan mulianya niat dan tujuan itu. Bagaimanapun baiknya
rencana, selama hal itu tidak dibenarkan oleh Islam, selamanya yang haram
itu tidak boleh dipakai alat untuk mencapai tujuan yang terpuji. Islam
selamanya menginginkan tujuan yang suci dan caranya pun harus suci juga.
Mengumpulkan dana dengan jalan riba, maksiat, permainan haram, judi dan
sebagainya yang dapat dikategorikan haram untuk mendirikan masjid atau
untuk terlaksananya rencana-rencana yang baik lainnya, maka tujuan
baiknya tidak akan menjadi syafa’at baginya sehingga dengan demikian
dosa haramnya itu harus dihapus.’

Seperti halnya dalam Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli
Metro mendapatkan dana yang bersumber dari dana non halal. Yaitu
Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Metro menerima dana yang
bersumber dari shadagoh oleh donatur yang merupakan nasabah dari bank
konvensional. Di mana donatur tersebut menshodagohkan bunga bank yang
diperolehnya kepada Daarut Tauhid Peduli Metro.°

Sejauh ini Daarut Tauhid Pedui Metro sudah menerima dana yang
berasal dari dana non halal sebesar £ Rp. 15.000.000,00. Dana tersebut
kemudian dikelola oleh Daarut Tauhid Peduli Metro untuk kemaslahatan
bersama yaitu untuk pembangunan infrastruktur sosial seperti

pembangunan jalan. Pembangunan jalan yang dilakukan berada di Gedung

® Yusuf Qardhawi, Halal Dan Haram Dalam Islam, terj. Mu’ammal Hamidy (Surabaya:
PT Bina limu, 2000), 38.

10 Wawancara dengan Kepala Unit Daarut Tauhid Peduli Umat Metro pada Tanggal 24
September 2019.



Dakwah dan Pemberdayaan Ummat DT Peduli Metro yang beralamatkan di

Ganjarasri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro.!!

Berangkat dari latar belakang permasalahan inilah penyusun tertarik
untuk melakukan penelitian, dan mengangkatnya sebagai judul
“PENGELOLAAN DANA NON HALAL UNTUK KEGIATAN
INFRASTRUKTUR SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli
Metro)”. Sebagai suatu persyaratan untuk menjadi Sarjana Hukum di

Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung.

B. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang di atas maka pertanyaan penelitian
adalah Bagaimana Persepektif Hukum Islam terhadap Pengelolaan Dana
Non Halal Untuk Kegiatan Infrastruktur Sosial di Lembaga Amil Zakat
Daarut Tauhid Peduli Metro?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui dan
mengkaji Persepektif Hukum Islam terhadap Pengelolaan Dana Non
Halal Untuk Kegiatan Infrastruktur Sosial di Lembaga Amil Zakat

Daarut Tauhid Peduli Metro.

1 bid.



2. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai
berikut :
a. Kegunaan Teoritis
Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
untuk hasanah keilmuan terutama pada Pengelolaan Dana Non
Halal.
b. Kegunaan Praktis
Bagi masyarakat luas dapat memahami ataupun dapat
mengetahui terhadap pemecahan masalah yang terkait dengan
Pengelolaan Dana Non Halal dalam Hukum Islam.
D. Penelitian Relevan
1. Aditya Pratama dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Non Halal
Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung” skripsi ini
menjelaskan bahwa BAZNAS Kota Bandar Lampung belum
sepenuhnya menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109.
Laporan keuangan BAZNAS hanya berupa laporan neraca, laporan
perubahan dana dan laporan aset kelolaan sehingga belum ada laporan
tentang penerimaan dana non halal yang ada di BAZNAS Kota Bandar
Lampung serta berbagai pendapat muzzaki mengenai pro kontra tentang

penerimaan dana non halal.?

12 Aditya Pratama, “Analisis Pengelolaan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan
BAZNAS Kota Bandar Lampung.” Skripsi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden
Intan Lampung, 2019, dalam www.oneserch.id diunduh pada 27 September 2019.



2. Siti Zubaidah dengan judul “Analisis Dana Non Halal dalam
Pembiayaan Qardhul Hasan Perspektif Magasid Al-Syari’ah” skripsi ini
menjelaskan bahwa pembiayaan qardhul hasan benar-benar
diaplikasikan di perbankan syariah yang salah satu sumber dananya
berasak dari dana non halal. Pembiayaan ini memberikan kontribusi
yang luar biasa dalam membantu nasabah atau masyarakat menengah
dan juga pembiayaan gardhul hasan benar-benar memiliki kemaslahatan
dan mampu menjaga 5 aspek pokok (al-daruriyyat al-khams) walaupun
salah satu sumbernya berasal dari dana non halal.*®

3. Dian Pangrestu Widati dengan judul “Perlakuan Akuntansi Atas
Pendapatan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan PT. Bank Rakyat
Indonesia (BRI) Syariah Thk Tahun Periode 2012-2017” skripsi ini
menjelaskan bahwa perlakuan akuntansi atas pendapatan dana non halal
terbagi atas 4 bagian yakni: Pengakuan, dimana pendapatan dana non
halal diakui sebagai liabilitas lain-lain. Pengukuran, dimana Giro pada
Bank lain diukur sebesar nilai nominal dan dinyatakan sebesar saldo
giro dikurangi dengan cadangan penyisihan kerugian. Penerimaan jasa
giro dari bank non syariah tidak diakui sebagai pendapatan bank dan
digunakan untuk dana kebajikan (qardhul hasan). Penerimaan jasa giro
dari bank non syariah tersebut sebelum disalurkan dicatat sebagai

liabilitas Bank dan Penyajian dan Pengungkapan pendapatan dana non

13 Siti Zubaidah, “Analisis Dana Non Halal dalam Pembiayaan Qardhul Hasan Perspektif
Magqasid Al-Syari’ah.” Skripsi Pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2018, dalam
www.onesearch.id diunduh pada 27 September 2019.



halal disajikan dan diungkapkan dalam bentuk laporan keuangan dan
laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.*

Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian di atas
adalah sama-sama meneliti dan membahas tentang dana non halal.
Perbedaan peneliti ini dengan penelitian-penelitian di atas adalah
bahwasanya dana non halal yang diterima oleh lembaga amil zakat dikelola

untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan infrastruktur sosial

14 Dian Pangestu Widati, “Perlakuan Akuntansi Atas Pendapatan Dana Non Halal Pada
Laporan Keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Thk Tahun Periode 2012-2017.”
Skripsi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, 2018, dalam
www.epository.uinsu.ac.id ada 27 September 2019.
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LANDASAN TEORI

A. Tentang Dana Non Halal
1. Pengertian Dana Non Halal

Dana non halal merupakan setiap pendapatan bunga yang
bersumber dari usaha yang tidak halal (al-kasbu al-ghairu al-mayru’).t®
ED PSAK Nomor 109 menjelaskan bahwa dana non halal adalah semua
penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah,
antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank
konvensional. Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam
kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah
karena secara prinsip dilarang. Penerimaan dana non halal diakui
sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana
infak/sedekah dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan
syariah.

ED PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat telah
menyebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat juga harus membuat
pengungkapan keberadaan dana non halal, jika ada diungkapkan

mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan

15 Oni Sahroni, “Peruntukan Dana Non-Halal”, dalam www.izi.or.id diunduh pada 17
September 2019.

16 Ahmad Roziq dan Widya Yanti, “Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan
Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat”, Jurnal Akuntani Universitas
Jember No. 2/Maret 2015, 25.
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jumlahnya. Pendapatan non halal (dana non halal) adalah bukan
merupakan pendapatan yang secara sengaja diterima oleh entitas syariah
seperti  hasil korupsi, pencurian, perampokan yang diketahui
sebelumnya oleh entitas syariah tersebut. Pendapatan non halal ini
diterima oleh entitas syariah karena secara sistem entitas syariah
otomatis menerima seperti bunga dari investasi konvensional (tabungan
dan deposito di bank konvensional). Entitas syariah berhubungan
dengan lembaga keuangan konvensional dalam rangka lalu lintas
keuangan dan pembayaran karena secara sistem keuangan belum bisa
diselenggarakan oleh lembaga keuangan syariah sehingga statusnya
adalah darurat. Jika dikemudian hari lembaga keuangan syariah sudah
bisa melayani transaksi tersebut, maka disarankan agar hubungan
dengan lembaga keuangan konvensional segera dihentikan untuk
menghindari transaksi ribawi.t’

Diskusi intensif lkatan Akuntansi Indonesia dan MUI pada 10
September 2008 menyatakan bahwa semua sepakat untuk merubah
istilah dana non halal. Istilah dana non halal diganti dengan dana untuk
kepentingan umum. Alasan dirubahnya istilah dana non halal menjadi
dana untuk kepentingan umum yaitu istilah dana non halal dirasa tidak
mencerminkan misi syariah, agar tidak terjadi salah pengertian di dalam

lingkup zakat, infak dan shodagoh, serta pada prinsipnya dana tersebut

7 1bid., 25.
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dapat digunakan (bukan dana non halal dalam arti haram dan tidak bisa
digunakan).®
Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dana non halal
adalah dana yang berasal dari kegiatan atau transaksi yang bertentangan
atau tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dana non halal merupakan
dana yang didapatkan dari bunga bank atau jasa giro oleh suatu lembaga
konvensional yang di dalam pelaksaan setiap transaksi atau kegiatannya
tidak sesuai dengan ketentuan syariah.
2. Kiriteria Dana Non Halal
Menurut Sahroni, kriteria dana non halal dibagi menjadi dua,
yaitu:
a. Harta yang haram karena zatnya yang najis (haram lidzatihi), seperti
minuman memabukan, daging babi, dll.
b. Setiap aset yang dihasilkan dari usaha yang tidak halal (al-kasbu al-
ghairi al-mayru’), usaha yang tidak halal seperti: pinjaman
berbunga, perjudian, suap, korupsi, jual beli minuman keras, jual

beli babi, dll.%°

Kedua jenis harta tersebut status hukumnya haram atau
diharamkan, yang pertama karena zatnya, dan yang kedua karena
bersumber dari usaha yang tidak halal. Dalam praktiknya, dana yang

dimobilisasi oleh  (LKS), khususnya perbankan syariah, baik dalam

18 1bid., 15.
19 Oni Sahroni, “Pemasukan Dana Non Halal di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Dalam
Perspektif Syariah”, Muzarakah Cendikiawan Syariah Nusantara ke-8 MCSN8, 28-29 Mei 2014, 2.
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bentuk tabungan ataupun deposito, itu tidak mungkin berupa harta
haram karena zatnya. Yang mungkin terjadi adalah dana tabungan atau
deposito bersumber dari usaha yang tidak halal, misalnya pemilik
deposito adalah bank konvensional yang menjadi pemodal di LKS dan
diketahui bahwa yang diinvestasikan adalah pendapatannya berupa

bunga atas pinjaman.

Hal yang banyak terjadi adalah penanaman modal di pasar
modal, yaitu jual beli sukuk. Misalnya investor membeli saham atau
sukuk, kegiatan utamanya adalah pinjaman berbunga sebagai bank
konvensional, atau jual beli minuman keras, tetapi investor tersebut
menyembunyikan, karena seluruh transaksi di bursa melalui pialang dan
diketahui underlying asset-nya secara jelas. Oleh karena itu, dalam
Standar Syariah Internasional (al-Ma ayirasy-syar’ivah) AAOIFI,
Fatwa DSN, Fatwa Lembaga Fikih OKI, menjelaksan sumber harta
dalam konteks pasar modal (jual beli saham dan sukuk) tidak di

perbolehkan.?

Oleh karenanya sangat penting untuk mengetahui kegiatan-
kegiatan usaha yang tidak dibolehkan syariah. Fatwa Dewan Syariah
Nasional (DSN) MUI menjelaskan jenis-jenis kegiatan usaha yang

bertentangan dengan prinsip syariah yaitu:

20 1bid., 3.
2! 1bid.
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Usaha lembaga keuangan konvensional, seperti usaha perbankan
konvensional dan asuransi konvensional.

Melakukan investasi emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi
tingkat (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi
lebih dominan dari modalnya.??

Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan
yang terlarang, karena termasuk maisir/judi yang dilarang dalam
Islam.

Produsen, distributor serta pedagang makanan atau minuman yang
haram.

Produsen, distributor dan atau penyedia barang-barang ataupun jasa
yang merusak moral atau bersifat mudarat.?®

Jenis-jenis kegiatan usaha tersebut, dijelaskan dalam fatwaO

DSN tentang saham. Maksudnya, jenis-jenis kegiatan tersebut yang

umumnya terjadi dalam transaksi bursa. Tetapi banyaak lagi transaksi

yang dilarang, seperti riba sharf, spekulasi, penipuan, suap dll.?*

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa setiap

pendapatan dari usaha-usaha sebagaimana tersebut di atas itu

diharamkan. Pendapatan yang dimaksud adalah:

a.

Bunga atas transaksi pinjaman.

22 Oni Sahroni, “Pemasukan Dana Non Halal., 3.
Z |bid., 4.

24 1bid.
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b. Pendapatan dari usaha yang aktifitas pinjaman berbunga lebih
dominan.
c. Pendapatan daari usaha perjudian, minuman keras, barang merusak
moral dan mudharat.?®
Pendapatan tersebut tidak boleh dijadikan modal usaha/bisnis,
sesuai dengan kaidah fikih:

“Setiap harta yang tidak bisa dimiliki, maka harta tersebut tidak bisa
diberikan kepada orang lain. "%

Hal ini sesuai juga dengan penjelasan Standar Syariah AAOIFI,
yaitu sebagai berikut:

“Pendapatan non halal tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan
apapun, walaupun dengan cara hilah ribawiyah, seperti digunakan
untuk membayar pajak.”?’

Sebagaimana penjelasan di atas bahwasanya dana non halal
memiliki dua kriteria, yaitu dana yang haram karena zatnya dan dana
yang haram karena usahanya. Dana yang haram karena usahanya
biasanya berupa dana dari tabungan atau deposito yang biasanya
diinvestasikan dengan bunga sehingga menghasilkan dana non halal.

3. Sumber Dana Non Halal
Sumber dana non halal merupakan sumber dana yang berasal

dari denda, bunga bank, dan lain sebagainya.?®

%5 |bid.

% |bid., 5.

27 | bid.

28 Nur Hisamuddin dan Iva Hardianti Sholikha, “Persepsi, Penyajian., 15.
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Denda merupakan sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam
bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang yang dikenakan atas
pengingkaran terhadap sejumlah perjanjian yang telah disepakati
sebelumnya. Terdapat perbedaan pendapat ulama figih. Sebagian
berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan dan sebagian
lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk
Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyin al-Jawziah, mayoritas ulama Mazhab
Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari Mazhab Syafi’i
berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda
terhadap suatu tindak pidana fa zir. Alasan yang mereka kemukakan
adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang

zakat unta.?® Hadits Rasulullah SAW:

G 5231 U8 3 488 1 3% kel da llia (e 3 (304

(G5l o)5) D) a3 (e 438 4l Sl
“Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh akan menerima
imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan

mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda
dan sebagai hukuman dari Tuhan kami...” (HR. al-Nasa’1)

Imam al-Syafi’i dengan al-Qaul al-Jadid, Iman Abu Hanifah
dan sahabatnya, Muhammad ibn Hasan al-Syaybani, serta sebagian
ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak

boleh dikenakan dalam tindak pidana ta zir. Alasan mereka adalah

29 Fathul Aminudin Aziz, “Hukum Denda Dalam Keuangan Publik Islam Di Indonesia”,
Al-Manahij No. 2/Desember 2018, 322.
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bahwa hukuman denda yang berlaku di awal Islam telah di nasakhan
(dibatalkan) oleh hadits Rasulullah SAW, diantaranya hadits yang

mengatakan:*°

(4ae (il o) 5) BN (s 5m A JWll i G
“Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain, kecuali zakat.”

(H.R. lbnu Majah)

Di samping itu mereka juga beralasan pada keumuman ayat-ayat
Allah SWT yang melarang bersikap sewenang-wenang terhadap harta

orang lain, seperti dalam Surat Al-Bagarah ayat 188:

>
o 5 s <

AT T 5 gl oy (00l Bl Y

PEEN IS PR P SNSRI B JPR
@Qﬂ«sﬁ;\)@s?}\iwwgy\w@f\j}&@

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal
kamu mengetahui.” (QS Al-Bagarah : 188)3!

—w\

Ulama juga berpendapat bahwa denda dalam hubungannya
dengan keterlambatan dalam membayar hutang itu sama dengan riba
nasi’ah. Riba nasi’ah adalah riba yang timbul karena penundaan
pembayaran, sehingga ada tambahan sejumlah uang sebagai kompensasi
tambahan waktu untuk membayar, padahal tambahan manfaat atas

pinjaman/hutang termasuk kategori riba.%?

%0 hid.

31 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: J-Art, 2004), 29.

32 Aulia Prima Kharismaputra, “Praktik Riba Dalam Denda Keterlambatan Pembayaran”,
Prosiding Seminar Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis No. 1/2017.
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Selanjutnya ulama menyatakan bahwa dalam rentang sejarah
Islam pun tidak pernah dijumpai gadhi (hakim) atau ahli fikih yang
menjatuhkan hukuman denda atas keterlambatan dalam membayar
hutang ini. Karena dalam akad hutang, pemberi pinjaman hanya berhak

atas pokok pinjaman, tidak boleh ada tambahan/kelebihan.

Campur tangan hakim dalam soal harta seorang, seperti
mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana
ta’zir, termasuk ke dalam larangan Allah SWT dalam ayat di atas,
karena dasar hukum denda itu tidak ada. Ini adalah perbedaan pendapat
para ulama tentang hukum denda. Ulama yang melarangnya
berpendapat bahwa hukuman denda yang pernah ada telah dihapus
dengan hadits Rasulullah di atas. Jadi, jika denda karena keterlambatan
dalam membayar hutang itu sama dengan riba nasi’ah maka denda
merupakan salah satu dana non halal yang juga mengandung unsur riba

sebagaimana bunga.3

Sistem bunga dalam bank mengharuskan mereka yang
mendepositokan uang untuk jangka waktu tertentu, mendapat
pengembalian uang titipan itu dari bank ditambah dengan bunga yang
jumlahnya telah ditentukan pada hari penitipan uang. Sebaliknya,
kepada mereka yang meminjam uang dari bank untuk jangka waktu

tertentu oeh bank diharuskan untuk mengembalikan uang yang

33 1bid.
34 Fathul Aminudin Aziz, “Hukum Denda., 322.
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dipinjam. Selain itu, ia juga harus memberikan uang tambahan yang
jumlahnya telah disepakati pada waktu pengembalian pinjaman. Uang
tambahan itu disebut dengan bunga.®®

Bunga bank adalah masalah yang masih diperdebatkan apakah
termasuk riba yang diharamkan atau tidak.*® Banyak pendapat dan
tanggapan dari para ulama dan ahli figh maupun kontemporer tentang
bunga bank dan riba. Pendapat atau fatwa yang dikeluarkan oleh Imam
Syekh Mahmud Syaltut adalah pinjaman berbunga diperbolehkan bila

sangat dibutuhkan.®’

Pendapat Abu Zahrah, guru besar pada Fakultas Hukum
Universitas Cairo, menyatakan bahwa bunga bank adalah nasi’ah, yang
dilarang dalam Islam. Karena itu umat Islam tidak boleh bermuamalah
dengan bank yang memakai system bunga, kecuali kalau dalam keadaan
darurat atau terpaksa. Dan mereka mengarahkan lahirnya bank islam

yang tidak menggunakan sistem bunga sama sekali.®

Sedangkan pendapat A. Hasan, pendiri dan pemimpin Pesantren
Bangil (Persis) yang menjelaskan bahwa bunga bank seperti di negara

Indonesia ini bukan riba yang diharamkan, karena tidak berlipat ganda.*®

223.

35 Abdul Rahman Ghazali, dkk, Figih Muamalah (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010),

3 Suhairi, Figh Kontemporer (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), 69.
37 Nur Hisamuddin dan Iva Hardianti Sholikha, “Persepsi, Penyajian., 15.

38 Suhairi, Figh Kontemporer., 69.

%9 Ibid.
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Dalam pengkajian ilmiah tentang riba dan bunga bank yang
dilaksanakan Majelis Ulama Sumatra Utara bersama yayasan Baitul
Makmur Sumatra Utara pada tahun 1985 membuat kesimpulan sebagai
berikut:

a. Perbankan dan lambang-lambang keuangan non-bank adalah sub
sistem dari sub sistem dewasa ini yang sulit dihindarkan.

b. Riba yang sifatnya adh’afan mudh’afan (berlipat ganda) adalah
hukumnya haram, sesuai dengan Nash yang shahih dari Al-Qur’an
dan Sunnah.

c. Bunga bank adalah haram, tetapi karena belum ada jalan keluar
untuk menghindarinya, maka dibolehkan (karena dianggap

darurat).*°

Untuk saat ini sudah banyak berdiri bank-bank syari’ah,
sehingga jika mengacu pada pendapat tersebut maka bunga bank adalah
haram. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

(MUI) yang telah memutuskan fatwa bahwa bunga bank adalah haram.*!

Majelis Tarjih Muhammadiyah Sidoarjo membuat keputusan
bahwa bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada
nasabahnya atau sebaliknya, termasuk perkara “mutasyabihat”.

Demikian pula Muktamar Tarjih Muhammadiyah di Yogyakarta tahun

0 1bid.
41 1bid.
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1989 masih membuat kesimpulan yang sama yakni bunga bank adalah

“mutasyabihat”.*2

Pendapat NU menganai bunga dapat dilihat dari keputusan
Lajnah Batsul Masail. Dari berbagai sidang batsul masail hukum bank
dengan bunga hampir sama dengan gadai. Terdapat tiga pendapat

tentang hal ini:

a. Haram, sebab termasuk utang yang dipungut rente.

b. Halal, sebab tidak ada syarat dalam waktu akad, sedangkan ada yang
berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat.

c. Syubhat, sebab para ahli hukum berselisih pendapat mengenai hal

ini.*

Meskipun terjadi perbedaan pendapat, namun lajnah mengambil

jalan berhati-hati dengan menetapkan bahwa bunga hukumnya haram.**

Semua negara peserta sidang OKI tahun 1970 di Karachi,
Pakistan, telah menyepakati dua hal penting tentang bunga. Dua hal ini
yang melatarbelakangi berdirinya Bank pembangunan Islam, keputusan

tersebut adalah:

a. Praktik bank dengan sistem bunga tidak sesuai dengan syariah

Islam.
42 | bid.
4 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (Yogyakarta: Ull Press,
2004), 41.

4 1bid.
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b. Perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan

operasionalnya sesuai dengan syariah Islam.

Keputusan Mufti Negara Mesir secara konsisten telah
memutuskan bahwa bunga bank hukumnya haram, karena sama dengan

riba.*®

Di dalam pelaksaannya dana non halal didapatkan dari dua
sumber yaitu denda dan bunga bank. Yang mana bunga maupun denda
merupakan riba. Di mana riba di dalam Al-Qu’ran dan Hadist dilarang
oleh Allah SWT. Tetapi terjadi perbedaan pendapat antara para ulama
dalam menetapkan apakah riba itu haram, halal ataupun

mutasyabihat.*®

4. Bentuk Penerimaan Dana Non Halal
Dalam penerimaan dana non halal terdapat tiga bentuk
penerimaan, yaitu: infag, shadagoh, dan hibah.*’
Infag adalah pemberian atau sumbangan harta selain zakat untuk
kebaikan. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011
tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa infaq adalah harta yang
dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk

kemaslahatan umum.*®

% Ibid., 42.

46 Suhairi, Figh Kontempore., 70.

47 Nur Hisamuddin dan Iva Hardianti Sholikha, “Persepsi, Penyajian., 15.

“8Abdul Haris. Nasution, Khoriun Nisa, Muhammad Zakariah, dan Muhammad Askari
Zakariah, “Kajian Strategi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat”, Jurnal
Ekonomi Bisnis Syariah No. 1/Agustus-September 2017, 24.
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Menginfagkan harta secara baik dan benar termasuk salah satu
ukuran dan indikasi sifat ketagwaan manusia kepada Allah SWT. Infaq
yang diberikan menjadi salah satu pemasukan untuk dana sosial, yang
tidak terikat jumlah dan waktunya. Infaq tidak mengenal nishab seperti
zakat, melainkan infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik
yang berpenghasilan tinggi maupun rendah.*

Shadagah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang
muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi
waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh
seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT
dan pahala semata.>®

Dalam terminologi syariah, pengertian shadagah berarti
mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk kepentingan yang
diperintahkan ajaran Islam.

Jadi, infaq dan shadagah menjadi bagian dari zakat dan memiliki
tujuan sama yaitu untuk mensejahterakan umat dan mengajarkan untuk
selalu berbagi kepada sesama dengan memberikan sebagian harta yang
kita miliki. Yang membedakannya yaitu orang yang menerimanya,
zakat terbatas pada delapan asnaf sedangkan infaq dan shadagah kepada
siapa saja yang membutuhkan termasuk delapan asnaf, zakat

dikeluarkan setelah harta mencapai nisabnya sedangkan shadagah dan

49 1bid.
% 1bid.
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infaq bisa kapan saja dikeluarkan. Tetapi ketiganya memiliki peran dan
fungsi yang sama untuk muzzaki (pemberi zakat), munfik (pemberi
infag), dan mushaddiq (pemberi sedekah) maupun mustahiq (penerima
ZIS).5!

Hibah merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa
imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah di mana orang yang
diberi bebas menggunakan harta tersebut. Artinya, harta menjadi hak
milik orang yang diberi. Jika orang yang memberikan hartanya kepada
orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak sebagai hak milik maka itu
disebut pinjaman. Jika pemberian itu disertai dengan imbalan maka
yang seperti itu disebut jual beli.>?

Adapun dasar hukum hibah, para ulama sepakat bahwa hibah
hukumnya Sunnah sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Bagarah ayat

177, yaitu:

/}.o/ P _ /7,0/ _ i/z.o/ /’37,0 < w8 -_ P /,,,, < .

@... QB 35 G J ]

“...memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak

yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan

orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba
sahaya...” (Q.S Al-Bagarah : 177)%

Tentang hukum menghibahkan harta yang dimiliki terdapat

perbedaan. Menurut jumhur ulama, seseorang boleh menghibahkan

51 Ibid., 25.
52 Abdul Rahman Ghazali, dkk, Figih Muamalah., 151.
5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan., 27.
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semua harta yang dimilikinya. Adapun menurut Muhammad Ibnu al-
Hasan dan sebagian pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak
sah menghibahkan harta, meskipun dalam kebaikan karena mereka
menggap yang berbuat seperti orang yang dungu yang wajib dibatasi
tindakannya.>*
B. Pandangan Islam Tentang Dana Non Halal
Lembaga Fikih Islam Organisasi Konferensi (OKI), Simposium
Ekonomi Syariah al-Baraka, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank
Yordania pernah membahas masalah hukum jual beli saham perusahaan
yang menjalani usaha non halal dan usaha yang halal secara bersamaan.
Maka, pendapat yang diperoleh perusahaan tersebut terdiri dari pendapatan
yang halal dan pendapatan yang tidak halal. Hukum tersebut berlaku untuk
dana-dana haram di luar bursa karena kesamaan substansi masalah diantara
keduanya.*®
Para ulama berbeda pendapat tentang hukum masalah ini. Pendapat
tersebut yaitu sebagai berikut:
Pendapat pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa dana halal
yang bercampur dana non halal hukumnya adalah haram berdasarkan dalil-

dalil berikut:

5% Abdul Rahman Ghazali, dkk, Figih Muamalah., 151.
55 Oni Sahroni, “Pemasukan Dana Non Halal., 8.
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1. Hadist Rasulullah SAW
s B gl & (o y S0 0 sl A 28 (ol (i
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Diriwayatkan dari Abdullah bin Nu’man bin Basyir r.a, ia berkata,
“Sesunggguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram jelas. Dan
diantara keduanya ada perkara-perkara syubhat (samar-samar), yang
tidak diketahui orang banyak. Maka siapa yang menjauhi syubhat
berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan
siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus
dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang
menggembalakan hewan gembalanya di sekitar (ladang) yang
terlarang dimasuki, maka lambat laun dia akan memasukinya.
Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah
adalah yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam tubuh ada
segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh dan jika dia
buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah
hati.

Menurut hadist di atas, melakukan hal syubhat termasuk
membantu berbuat maksiat. Maka menjauhi hal syubhat itu lebih hati-

hati dan menutup pintu peluang maksiat (dzariah).®’

% Muhammad Shalih bin Al-Utsaimin, Syarah Hadits Arba’in Imam An-Nawawi, terj.
Umar Mujtahid (Solo: Ummul Qura, 2012), 137.
57 Ibid., 9.
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2. Keputusan Lembaga Fikih Islam OKI

Keputusan Lembaga Fikih Islam no. 7/1/65 pada petemuan ke7
menegaskan bahwa tidak ada perbedaan pendapat bahwa membeli
saham pada perusahaan yang tujuan utama melakukan kegiatan usaha
yang haram, jual beli yang haram. Prinsipnya haram hukumnya membeli
saham pada perusahaan yang (kadang-kadang) bertransaksi yang haram
seperti riba dan yang lainnya, walaupun kegiataan utamanya adalah
usaha yang halal.>®

3. Kaidah Fikih

ADAl GQle DAl 5 J5Al) aadal) 1)

“Jika ada sana halal dan haram bercampur, maka menjadi dana
haram™

Kaidah ini berdalil bahwa dengan menjadikan yang haram
sebagai hukum, maka telah meminimalisir perubahan hukum. Karena
seorang mukallaf yang melakukan seuatu perbuatan hukum, sebelum
ada  ketentuan  hukumnya  (baik  mengizinkannya  atau
mengharamkannya), maka mukallaf tersebut tidak dikenakan sanksi.

9Sebagaimana firman Allah SWT:

-
w -
"

g E §/71‘ < Y8 ?} \;,
&) yJW@@%wLS S

....dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang
rasul. (Q.S Al-Isr’a: 15)%

%8 |bid., 10.
%9 Ibid.
8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan., 283.
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“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu
dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh

langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S Al-Bagarah:
29)61

Hal ini berbeda jika ada ketentuan hukum haram, maka
terjadilah perubahan hukum menjadi tidak ada sanksi bagi pelakunya.
Tetapi jika ada ketentuan yang membolehkan, maka telah menasakh
ketentuan tersebut, sehingga terjadi dua kali perubahan hukum. Jika
ketentuan yang membolehkan itu didahulukan, maka akan menguatkan
hukum boleh (tidak merubahnya). Jika ada ketentuan yang
mengharamkan, maka menasakh ketentuan mubah. Dengan begitu,
telah meminimalisir perubahan. Pilihan ini juga sesuai dengan konsep
Hanfiyah yang menyatakan bahwa hukum wajib itu mencakup halal dan

mubabh.5?

Selain itu, memilih hukum haram itu lebih dicintai Allah SWT,
lebih utama dan lebih hati-hati, karena itu berarti meninggalkan yang
diharamkan. Diantara contoh penerapaan kaidah ini, jika ada opsi
hukum halal dan haram, maka hukum haram yang lebih diunggulkan.

Begitu pula, jika ada dalil yang menunjukkan hukum haram dan dalil

61 1bid., 5.
62 Oni Sahroni, “Pemasukan Dana Non Halal., 11.
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yang menunjukan hukum mubah, maka yang dipilih adalah yang

menunjukan hukum haram.%3

Diantara contoh penerapan kaidah ini jika uang dirham yang
halal bercampur dengan dirham yang haram dan tidak bisa dipisahkan,
maka caranya kadar haram dipisahkan kemudian sisanya diambil. Jika
bagian yang dipisahkan itu diketahui pemiliknya, maka bagian itu
diserahkan kepadanya. Jika tidak diketahui, maka disedekahkan kepada

yang lain.%*

Jika dalam saham ini terdapat dana yang tidak halal atau
perusahannya melakukan usaha yang haram seperti menitipkan
sebagian dananya di Lembaga Keuangan ribawi, maka seluruh uang

tersebut tidak boleh (haram) untuk dibeli.®

Pendapat Kedua, sebagian ulama kontemporer berpendapat jual
beli saham tersebut dibolehkan, dengan syarat kegiatan utamanya adalah
usaha yang halal dan pendapatan yang halal lebih dominan daripada
pendapatan non halal.® Maka keseluruhan dana tersebut menjadi halal

karena dalil-dalil berikut:

1. Kaidah Fikih

“Hukum mayoritas sama seperti hukum keseluruhan .

83 1bid.
% 1bid., 12.
% 1bid.
% 1bid.
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Menurut mayoritas ulama, yang menjadi standar jika dana

halal bercampur dengan dana haram, maka pilihlah dana yang lebih

dominan karena mayoritas seperti hukum keseluruhan.®’

Banyak para ulama yang menegaskan tentang hal ini, beberapa

ulama diantaranya:

a.

Ibnu Nujaim menjelaskan sebagai berikut:

“Jika terjadi di sebuah negara, dana halal bercampur dengan dana
haram, maka dana tersebut boleh dibeli dan diambil, kecuali jika ada
bukti bahwa dana tersebut itu haram.”

An-Nawawi menjelaskan sebagai berikut:

“Jika terjadi di sebuah negara, dana haram yang tidak terbatas
bercampur dengan dana halal yang terbatas, maka dana tersebut
boleh dibeli, bahkan boleh diambil kecuali ada bukti bahwa dana
tersebut bersumber dari dana haram, jika tidak ada bukti, maka tidak
haram. Tetapi meninggalkan perbuatan tersebut itu dicintai Allah
SWT.”

Ibnu Tamiyah menjelaskan sebagai berikut:

“Adapun orang yang bertransaksi secara ribawi, maka yang
dominan adalah halal kecuali diketahui bahwa yang dominan adlah
maakruh. Karena jika seseorang menjual 1000 seharga 1200 maka
yang haram adalah marginnya saja. Jika hartanya terdiri dari dana
halal dan haram yang bercampur, maka bagian yang haram ini tidak
mengharamkan yang halaal. la bisa mengambil bagian yang halal
tersebut, sebagaimana jika dana milik dua orang syarik, dana syirkah
telah bercampur dan menjadi milik keduanya, maka dana tersebut
dibagi kepada dua syarik tersebut.%®

2. Kaidah Fikih

3

2 aa el Ao s K. (705 Ao s
YAE a0 Yla S Hiag

%7 1bid., 13.

%8 1bid.
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“Hal yang dibolehkan karena sifatnya pelengkap, itu menjadi tidak
dibolehkan karena sifatnya independen.”

Presentase dana haram dalam saham ini adalah pelengkap.
Bukan unsur inti yang menjadi tujuan transaksi. Karena perusahaan
tersebut bertujuan melakukan usaha yang halal, tetapi karena ada
kebutuhan likuiditas atau sejenisnya sehingga mendorongnya untuk
menitipkan sebagian dananya atau meminjamnya di bank

konvensional.5°

Maka transaksi ini tanpa diragukan lagi adalah transaksi yang
diharamkam dan pelakunya berdosa, tetapi hal ini tidak membuat
bagian lain yang halal menjadi haram. Oleh karena itu , setiap margin
yang bersumber dari dana haram itu harus dikeluarkan. Jika presentase
yang haram itu tidak melebihi 1% dari total asset perusahaan, maka

seluruh margin dari transaksi yang haram harus dikeluarkan.”

Tetapi jika bunga tidak diketahui dengan jelas jumlahnya, maka
sebagian dana dianggap halal, dan sebagian yang lain dianggap dana
non halal dan harus dikeluarkan, karena jika tidak bisa menghitung

jumlah yang past, maka cukup dengan mengira-ngira.”

3. Maslahat (al-hajah asy-syar’iyah)
Kebutuhan perusahaan syariah untuk melakukan usaha tersebut

hingga bisa bertahan melanjutkan misinya menghindari praktik bisnis

% 1bid., 15.
0 1bid., 16.
™ 1bid.
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ribawi kaum muslimin. Oleh karena itu, menurut pendapat ke dua ini,

UUS boleh mengelola dana bank induk yang ada di tangannya jika dana

halal lebih dominan.”?

Beberapa ulama menambahkan, saham tersebut hukumnya
boleh dengan syarat, diantaranya pemilik saham hendaknya
memperhatikan presentase bunga deposito perusahaan di lembaga
keuangan konvensional. Presentasi ini terlihat dalam neraca keuangan
atau konfirmasi kepada staf bagian akuntansi. Jika tidak bisa, maka ia
berijtihad mengira-ngira, kemudian mengeluarkan bagian haram
tersebut untuk disalurkan kepada aktifitas sosial. Maka setiap dana halal
yang bercampur dengan dana non halal yang didepositokan di bank
syariah tergolong dana halal, jika bagian halal itu lebih dominan. Hal ini
berdasarkan dengan kaidah yang berkenaan dengan:

a. Raf’ul haraj wal hajah alammah (meminimalisir kesulitan dan
memenuhi hajat umum), di antaranya, lingkungan pranata ekonomi
masih belum islami, regulasi tidak memihak LKS, masyarakat yang
belum paham ekonomi syariah, industri konvensional yang
mendominasi, sehingga transaksi dengan konvensional menjadi hal
yang tidak bisa dihindarkan.

b. Muro’at gowa’id al-katsrah wa al-ghalabah, maksudnya standar

hukum adalah bagian lebih dominan.

2 1bid., 16.
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c. Umum al-balwa, maksudnya dana halal yang bercampur tersebut
menjadi sulit.
d. Kaidah sebagian fugaha tentang tafriq shafqgah (memisah transaksi

halal dari transaksi yang haram).”

Sedangkan Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa masalah haram
tetap dinilai haram betapapun baik dan mulianya niat dan tujuan itu.
Bagaimanapun baiknya rencana, selama hal itu tidak dibenarkan oleh
Islam, selamanya yang haram itu tidak boleh dipakai alat untuk
mencapai tujuan yang terpuji. Islam selamanya menginginkan tujuan
yang suci dan caranya pun harus suci juga. Syari’at Islam tidak
membenarkan prinsip yang disebut al-Ghayah tubirrul wasilah (tujuan
menghalalkan segala cara) atau suatu prinsip yang mengatakan al-
wushulu ilal haq bil khaudhi fil katsiri minal bathil (untuk dapat
memperoleh sesuatu yang baik, boleh dilakukan dengan bergelimang
dalam kebatilan). Bahkan yang ada adalah sebaliknya, yaitu setiap

tujuan harus dicapai dengan cara baik pula.”

Oleh karena itu siapa yang mengumpulkan dana dengan jalan
riba, maksiat, permainan haram, judi dan sebagainya yang dapat
dikategorikan haram untuk mendirikan masjid atau untuk terlaksananya

rencana-rencana yang baik lainnya, maka tujuan baiknya tidak akan

3 Oni Sahroni, “Peruntukan Dana Non-Halal”, dalam www.izi.or.id diunduh pada 17
September 2019.

" Yusuf Qardhawi, Halal Dan Haram Dalam Islam, terj. Mu’ammal Hamidy (Surabaya:
PT Bina limu, 2000), 38.
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menjadi syafa’at baginya sehingga dengan demikian dosa haramnya itu

harus dihapus. Haram dalam syari’at Islam tidak dapat dipengaruhi oleh

tujuan dan niat.”

Pendapat ini didasarkan pada Al-Qur’an dan Sunnah

sebagaimana berikut :

a.

Demikian seperti apa yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah
SAW. Sebagaimana disabdakan :

EE . & o1 aETEE. g% fe ta- oo & sf g

L 2o @

B o ds o G el G G (58 35500 5 acad
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Diriwayatkan dari Abu Kuraib Muhammad bin Ala’i dari Abi
Usamah dari Fugail bin Marzuq dari Adi bin Sabit dari Hazim dari
Abi Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:
“Sesungguhnya Allah itu maha baik, la tidak mau menerima kecuali
yang baik pula. Allah pun memerintahkan kepada orang mukmin
seperti halnya perintah kepada para rasul”™®

b. Kemudian Rasulullah membacakan ayat ini :
_ ke &f’ _ o}/’,a/ gyt o 54 54907 /‘/:ZH/
L G eks Llaeh el 5 18 Ll @il
- }/,:
(;4.0 Qj‘“.au
75 1bid, 39.

8 1bid.
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“Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan
kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui
apa yang kamu kerjakan. ” (QS. Al-Mu’min: 51)"’

>

Gyl ity U s e LR Tk T

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang
baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada
Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah” (QS Al-
Bagarah : 172)8

Dan sabdanya pula:

slald I 45 & il &l D)) Uik JADN S5 &

3a dale 5 2108 & 55 2108 Aaedaas S GG
(el 5 plase) €N L2l 8 olATL (532 5

“Kemudian ada seorang laki-laki yang datang dari tempat yang
jauh, rambutnya tidak terurus penuh dengan debu, dia mengangkat
kedua tangannya ke langit sambal berdo’a: Yaa rab, yaa rab (hai
Tuhanku, hai Tuhanku), padahal makanannya haam, minumannya
haram, pakaiannya haram dan diberi makan dengan barang yang
haram pula, maka bagaimana mungkin do’a itu dikabulkan?”
(Riwayat Muslim dan Tirmidzi)"®

Dan sabdanya pula :

OS85 oaladal (Shala Baai dala e Y b aaa e
(PSSl gl Cpls A o) Adle 3)50a)

“Siapa yang mengumpulkan uang dari jalan yang haram kemudian

dia sedekahkan harta itu, sama sekali dia tidak akan memperoleh

pahala bahkan dosanya akan menimpa dia” (Riwayat lbnu
Khuzaimah, lbnu Hibban, dan Hakim)®&

" Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan., 345.
8 |bid., 26
" Yusuf Qardhawi, Halal Dan Haram., 40.

8 1bid.
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d. Dan sabdanya pula :
ﬂ.,/..i (yjﬁ ¢ Q‘_L/Q ,Si..i’. 6_3 :3»‘/ :,;’. 1_2‘:)/; yu 3;‘/: )\. . S:S{
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“Tidak seorang pun yang bekerja untuk mendapatkan kekayaan
dengan jalan haram kemudian ia sedekahkan, sedekahnya itu akan
diterima dan kalau ia infakkan tidak juga memperoleh berkah dan
tidak pula ia tinggalkan di belakang punggungnya (sesudah ia
meninggal), melainkan kekayaan itu sebagai perbekalan ke neraka.
Sesungguhnya Allah tidak akan menghapuskan kejahatan dengan
kejahatan, tetapi kejahatan dapat dihapus dengan kebaikan.
Kejelekan tidaklah dapat menghapus kejelekan.” (Riwayat Ahmad
dan lain-lain)®!

Mayoritas ulama menyatakan bahwa dana non halal hanya boleh
disalurkan untuk fasilitas umum (al-mashlahih al-ammah), seperti
pembangunan jalan raya dan MCK. Sedangkan sebagian ulama seperti
Yusuf Qardhawi dan AL-Qurrah Dagi berpendapat, bahwa dana non
halal boleh disalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial (aujuh al-khair),
baik fasilitas umum (al-mashlahih al-ammah), ataupun selain fasilitas
umum, seperti hajat konsumtif faqir, miskin, termasuk program-

program pemberdayaan masyarakat.®?

Yusuf Qardhawi menyatakan, dana non halal harus disalurkan

sesuai ketentuan syariah yaitu menghindari adanya konsumsi dan

81 Yusuf Qardhawi, Halal Dan Haram., 41.
8 Oni Sahroni, “Peruntukan Dana Non-Halal”, dalam www.izi.or.id diunduh pada 17
September 2019
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fasilitas ibadah. Biasanya dana non halal didistribusikan untuk proyek
sosial seperti pembangunan jalan, pengadaan tempat sampah, dan
agenda sosial lainnya. Dana non halal ini akan masuk dalam dana

kebajikan, namun harus disajikan secara terpisah dari dana yang halal &

Menyalurkan dana non halal itu lebih utama dalam satu hal yang
bermanfaat bagi kaum Muslimin dari pada membiarkannya berpindah
ke tangan kaum kafir yang akhirnya akan mereka gunakan untuk

bekerja sama dalam hal-hal yang diharamkan Allah.®*

Para ulama menjelaskan bahwa dana non halal tidak boleh
dimanfaatkan oleh pemiliknya, dan harus disedekahkan kepada pihak
lain. Maksudnya, pendapatan non halal hukumnya haram. Oleh karena
itu, tidak boleh dimanfaatkan oleh pemiliknya (pelaku usaha haram
tersebut) untuk kebutuhan (hajat) apa pun, baik secara terbuka ataupun

dengan cara hilah, seperti digunakan untuk membayar pajak.®®

C. Tentang Lembaga Amil Zakat (LAZ)
1. Pengertian Lembaga Amil Zakat (LAZ)
Sesuai dengan ketetapan pemerintah mengenai pengelolaan
zakat yaitu UU No. 23 tahun 2011 menyebutkan Lembaga Amil Zakat
(Laz) sebagai obyek penelitiaan adalah suatu lembaga di lingkungan

masyarakat yang dibentuk untuk membantu BAZNAS dalam

8 Abdul Rahman Ghazali, dkk, Figih Muamalah., 53.
84 1bid.
8 Oni Sahroni, “Peruntukan Dana Non-Halal”,.
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pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pembentukan
LAZ wajib memiliki izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh
Menteri.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat
yang sepenuhya dibentuk oleh masyrakat yang bergerak di bidang
dakwah, pendidikan, sosial atau kemasyarakatanumat islam,
dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah.8®

2. Tugas dan Fungsi Lembaga Amil Zakat

Di dalam UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat 1 menyebutkan
tugas dam fungsi pengelola zakat :

a. Perencanaan, pengumpulan pendistribusian dan pendayagunnaan
zakat.

b. Pelaksanaan, pengumpulan, pendisribusian, dan pendayagunaan
zakat.

c. Pengendalian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan
zakat.

d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, sebuah organisasi pengelola
zakat haruslah bertindak profesional. Profesional dalam artian bahwa
organisai pengelola zakat haruslah memiliki manajemen organisasi
yang baik. Manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan dan pengawasan dalam penghimpunan dan penyaluran

8 Nur Hisamuddin dan Iva Hardianti Sholikha, “Persepsi, Penyajian., 7.
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zakat di organisasi pengelola zakat harus lebih tertata dengan baik,
perencanaan yang matang, pengorganisasian yang tepat, pengarahan

yang maksimal adalah idealisme dalam manajemen.®’

3. Persyaratan Pendirian Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Dalam PP No. 14 Tahun 2014 Pasal 56 yang berisi untuk
membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian,
dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Dan dalam PP No. 14 Tahun 2014 Pasal 57 menjelaskan syarat
pendirian LAZ yaitu :

Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
wajib mendapatkan izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh
Menteri setelah memenuhi persyaratan:

a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola
bidang pendidikan, dakwah dan sosial atau berbentuk lembaga
berbadan hukum;

b. Mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS;

c. Memiliki pengawas syariah;

d. Memiliki kemampuan teknis, administrative, dan keuangan untuk
melaksanakan kegiatannya;

e. Bersifat nirlaba;

8" Devi Megawati dan Fenny Trisnawati, “Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat
Dan Infak/Sedekah Pada Baz Kota Pekanbaru”, Kutubkhanah No. 1/Januari-Juni 2014, 45.
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f.  Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan
umat; dan
g. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.®
4. Mekanisme Perizinan LAZ
Dalam PP Nomor 14 Tahun 2014 dijelaskan bahwa mekanisme
perizinan LAZ yaitu :
a. Pasal 58

(1) 1zin pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.

(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam
dengan melampirkan:

(a) Anggaran dasar organisasi;

(b) Surat  keterangan  terdaftar  sebagai organisasi
kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang dalam negerti;

(c) Surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari
kementerian yang menyelanggarakan urusan pemerintahan
di bidang hukum dan hak asasi manusia;

(d) Surat rekomendasi dari BAZNAS;

8 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 56 dan 57, dalam www.ngada.org pada 21 September
2019.
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(e) Susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pengawas
syariah;
(f) Surat pernyataan bersedia diaudit syariah dan keuangan
secara berkala; dan
(9) Program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.
b. Pasal 59

(1) 1zin pembentukan LAZ lIzin pembentukan LAZ yang diajukan
oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala nasional
diberikan oleh Menteri.

(2) 1zin  pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi
kemasyarakatan Islam berskala provinsi diberikan oleh direktur
jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang agama.

(3) Izin pembentukan LAZ vyang diajukan oleh organisasi
kemasyarakatan Islam berskala kabupaten/kota diberikan oleh
kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.

c. Pasal 60

(1) Menteri, direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di
bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agama, atau kepala kantor wilayah

kementerian agama provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal



41

59 berwenang mengabulkan atau menolak permohonan izin
pembentukan LAZ.

(2) Dalam hal permohonan pembentukan LAZ memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Menteri,
direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang
zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agama, atau kepala kantor wilayah
kementerian agama provinsi menerbitkan izin pembentukan
LAZ.

(3) Dalam hal permohonan pembentukan LAZ tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Menteri,
direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang
zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agama, atau kepala kantor wilayah
kementerian agama provinsi menolak permohonan izin
pembentukan LAZ disertai dengan alasan.

d. Pasal 61

Proses penyelesaian pemberian izin pembentukan LAZ dilakukan

dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung

sejak tanggal permohonan tertulis diterima.®®

8 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 58, 59, 60 dan 61, dalam www.ngada.org pada 21
September 2019.



BAB Il

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu
kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik
lembaga dan organisasi kemasyarakatan maupun lembaga pemerintah,
dengan cara mendatangi rumah tangga, perusahaan-perusahaan, dan
tempat-tempat lainnya.*

Penelitian lapangan ini merupakan metode untuk menemukan realita
yang terjadi. Penelitian lapangan ini data diperoleh dari informasi yang
benar-benar dibutuhkan. Dalam hal ini informasi yang dibutuhkan adalah
dengan mencari data mengenai Pengelolaan Dana Non Halal Untuk
Kegiatan Infrastruktur Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam .

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha
mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat
sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual
sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian

deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang

% Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan,(Bandung : CV Pustaka setia, 2011), 31.
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menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap
peristiwa tersebut.®
Berdasarkan penelitian di atas, penelitian deskritif ini bertujuan
untuk menggambarkan keadaan mengenai Pengelolaan Dana Non Halal
Untuk Kegiatan Infrastruktur Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam yang
akan diuraikan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat untuk memperoleh
kesimpulan.
B. Sumber Data
Sumber data adalah salah satu hal yang paling vital dalam
penelitian.”? Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek
dari mana data yang diperoleh.®® Sumber data merupakan hal yang sangat
penting untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih sumber
data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini peneliti
menggunakan dua sumber data, yaitu:
1. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah sumber data utama yang dapat
dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian.®* Proses pengumpulan
sumber datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber

utama yang akan dijadikan objek penelitian. Sumber data primer dalam

%1Dr. Juliansyah Noor, Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya lImiah,
(Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 34-35.

%2 Burhan Bangin, Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi (Jakarta: Kencana, 2013),
129.

% Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka
Cipta, 2010),172.

% Beni Ahmad Saebeni, Metode Penelitian Hukum, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia,
2008), 158.
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penelitian ini adalah Kepala Unit, Kabag Program dan Staf Keuangan
Daarut Tauhid Peduli Metro. Data primer ini digunakan untuk
mengetahui bagaimana pengelolaan dana non halal yang digunakan
untuk kegiatan infrastruktur sosial dalam perspektif hukum islam.
2. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder yaitu sumber data tambahan yang

menurut peneliti menunjang data pokok.% Sumber data sekunder dalam
penelitian ini mengacu pada sumber referensi dari buku, jurnal dan
sumber lain yang dianggap relavan dan berhubungan dengan penelitian
ini, yang menerangkan tentang Pengelolaan Dana Non Halal Untuk
Kegiatan Infrastruktur Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam sehingga
dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk mengetahui bagaimana
cara pengelolaan dana non halal. Adapun sumber data yang berasal dari
buku antara lain:
a. Abdul Ghazali Rahman dkk, Figih Muamalah, Jakarta: Prenada

Media Grup, 2010.
b. Yusuf Qardhawi Halal Dan Haram Dalam Islam, terj. Mu’ammal

Hamidy, Surabaya: PT Bina Iimu, 2000.

C. Teknik Pengumpulan Data
Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian

ini gabungan antara penelitian pustaka dan lapangan. Data artinya informasi

% Mahmud, Metode Penelitian., 152.
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yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan
sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta.®
1. Wawancara atau Interview

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk
mengonstruksi  mengenai orang, kejadian, Kkegiatan, organisasi,
motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu
pewawancara (interviewier) yang mengajukan pertanyaan dengan orang
yang diwawancarai (interviewee).’” Dalam penelitian ini untuk dapat
mencapai apa yang diharapkan, maka peneliti menggunakan wawancara
tidak berstruktur. Wawancara tidak berstuktur adalah wawancara yang
berubah dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang
telah telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan
datanya.

Wawancara yang digunakan juga telah menyiapkan garis-garis
besar permasalahan yang akan ditanya.?® Peneliti  melakukan
wawancara kepada Bapak Hasan selaku Kepala Unit, Bapak Aris selaku
Kabag Program dan Ibu Ranti selaku Staf Keuangan Daarut Tauhid

Peduli Metro.

% Abdurahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta:
PT. Rineka Cipta, 2006), 104.

7 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian., 74.

% W Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT.Grasindo Anggota IKAPI, 2002), 119.
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2. Dokumentasi
Metode dokumentasi yaitu mencari sumber data mengenai hal-
hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar,
majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.*®
Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk
mengumpulkan dokumentasi yaitu gambaran umum Daarut Tauhid

Peduli Metro.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analistis data adalah proses mencari dan mnyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam
pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, membuat
kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang
lain. 1%

Penelitian menggunakan teknis anallisis data kualitatif dengan
menggunakan metode berfikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang
khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret itu ditarik generalisasi-
generalisasi yang mempunyai sifat umum.!®* Cara berfikir ini peneliti
gunakan untuk menganilis terhadap Pengelolaan Dana Non Halal Untuk

Kegiatan Infrastruktur Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam

244,

% Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian., 202.
100 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&I (Bandung: Alfabeta, 2015),

101 sutrisno Hadi, Metodologi Research., 43.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian
1. Profil Daarut Tauhid Peduli Metro

Daarut Tauhid Peduli (DT Peduli) adalah sebuah lembaga amil
zakat nasional dan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang
penghimpunan (fundraising) dan pendayagunaan dana zakat, infaq,
shadagah dan wakaf (ZISWA). Didirikan 16 Juni 1999 oleh KH
Abdullah Gymnastiar sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid
dengan tekad menjadi LAZ yang Amanah, Profesional, dan Jujur
berlandaskan pada Ukhuwah Islamiyah.%?

Latar belakang berdirinya DT Peduli adalah bahwa Indonesia
sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia
memiliki potensi zakat yang amat besar. Sayangnya, pada saat itu
sebagian besar masyarakat masih belum memiliki kesadaran untuk
berzakat sesuai dengan ketentuannya. Hal lain yang juga menjadi
perhatian adalah belum optimalnya penggunaan dana zakat ini. Kadang,
penyaluran dana zakat hanya sebatas pada pemberian bantuan saja tanpa

memikirkan kelanjutan dari kehidupan si penerima dana.

192 DT Peduli, “Profil Lembaga”, dalam www.dtpeduli.org diunduh pada 9 Januari 2020.
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DPU Daarut Tauhiid berusaha untuk mengatasi hal-hal tersebut.
Selain menguatkan kesadaran masyarakat terhadap zakat, DT Peduli
juga berusaha menyalurkan dana yang sudah diterima kepada mereka
yang benar-benar berhak, dan berusaha mengubah nasib kaum mustahik
menjadi muzaki atau mereka yang sebelumnya menerima zakat menjadi
pemberi zakat.

Kiprah DT Peduli ini mendapat perhatian pemerintah, kemudian
ditetapkan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) sesuai
dengan SK Menteri Agama no 257 tahun 2016 pada tanggal 11 Juni
2016. Di mana sebelumnya sejak tahun 2004 telah menjadi Lembaga
Amil Zakat Nasional dengan nomor SK 410 Tahun 2004.

Mulai tahun 2004, DT Peduli mengembangkan konsep
penyaluran dana zakat bergulir berkesinambungan, untuk para penerima
zakat, agar suatu saat dapat meningkatkan taraf hidupnya dan mampu
berubah dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Lembaga tidak
hanya member ikannya saja, melainkan juga memberi kailnya, agar
mereka bisa terus berusaha dan meningkatkan taraf hidupnya. Oleh
karena itu, saat ini peningkatan kekuatan ekonomi dan pembelajaran
bagi masyarakat merupakan prioritas yang harus diutamakan, sehingga
upaya-upaya untuk menumbuhkan kemampuan dan kemandirian ummat
yang berasal dari sinergi potensi masyarakat patut untuk diwujudkan

secara bersama-sama.
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2. Visi dan Misi DT Peduli Metro

a.

Visi

Menjadi model Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang
amanah, profesional, akuntabel dan terkemuka dengan daerah
operasi yang merata.

Misi

1) Mengoptimalkan potensi ummat melalui Zakat, Infak dan

Sedekah (ZI1S).
2) Memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi,

pendidikan, dakwah dan sosial menuju masyarakat mandiri.%®

3. Legal Formal dan Struktur Organisasi

Operasionalisasi DPU DT Peduli mengacu kepada hukum

legalitas yaitu antara lain:

a. SK Pengurus YYS DT No.10/SK/C/YYS-DT/VII/10 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural DPU DT;

SK Pengurus YYS DT No.09/SK/C/YYS-DT/1/13 tentang
Perubahan Struktur Organisasi DPU DT;

UU RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;

SK Gubernur Jawa Barat No. 451.12/Kep.846-YANSOS/2002
tentang Pengukuhan DPU DT sebagai LAZDA (Lembaga Amil

Zakat Daerah);

103 DT Peduli, “Visi Misi”, dalam www.dtpeduli.org diunduh pada 9 Januari 2020.
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e. Akta Notaris Dr. Wiranti Ahmadi, SH, No. 17 Tanggal 22 April
2004;

f. SK Menteri Agama Rl No. 410 tentang Pengukuhan sebagai
Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS);

g. PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat;

h. SK Menteri Agama RI No. 257 Tahun 2016 tentang Legalitas DPU

DT Sebagai LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional).1%*

Gambar 1

Struktur Kelembagaan DPU DT

LAZNAS DPU DT

Biro Penghimpunan Biro Bli_ro SbEkretgriat
» embaga dan
(fundraising) Pendayagunaan Operasional

Dalam struktur kelembagaan DPU DT Masing-masing biro
dipimpin oleh seorang manajer yang ditunjuk oleh Direktur dengan
Surat Keputusan dari pengurus yayasan Daarut Tauhid. Di samping
struktur organisasi yang telah disebutkan di atas, DPU DT memiliki
cabang dan Kepala Unit di antaranya:

a. Jakarta (Pejaten) : Cecep Dian Gustiawan

194 DT Peduli, “Legal Formal”, dalam www.dtpeduli.org diunduh pada 9 Januari 2020.
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Bogor : Dadang Hendrawan

Tangerang Selatan : Sopyan Supriyadi, S.Si., M.M.
Bekasi : Joni Susanto, S.Kom., M.M.

Bandung : Taufiq Hidayat, M.M

Priangan Timur (Tasikmalaya) : Ganjar Hadianto, S.Pd
Garut : Nanang Abdul Azis

Sukabumi : Jaka Budi Utama

Karawang : Idul Saldi Tanjung

Cirebon : Muhammad Yusuf

Kuningan

Depok : Fata Fauzi, Lc

. Semarang: Vita Febriani, S.Pd

Surakarta : Nur Ikhsan Bashori, ST

DI Yogyakarta : Raden Moerukma Novianto

Bandang Lampung : Eko Yunianto

Metro (Lampung) : Mujirul Hasan

Palembang (Sumatera Selatan) : Indra Firdaus

Lubuk Linggau (Sumatera Selatan) : Karsim Marta Kusuma
Atmajaya

Jambi : Ali Ariswanto

Batam : Nur Aisyah

Aceh : Kurniawan

w. Kalimantan — Banjarmasin : Indreswati Kesumawardani
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X. Jawa Timur — Malang : Mansyur
y. Australia : Denny Nurarief Hadian

Gambar 2
Struktur Kepengurusan DPU DT

Dewan Pembina Yayasan Daarut
Tauhid

KH. Abdullah Gymnastiar
H. Abdurrahman Yuri

Dewan Pengawas Yayasan Daarut .
Tauhid Dewan Pengawas Syariah Yayasan

Daarut Tauhid
KH. Prof. Dr. Miftah Faridl.
Ali Nurdin, Lc., M.EI

1. H. Wahyu Prihartono
2. H Dudung Abdul Ghani, S.E
3. H. Feri Santoso

Manajemen Inti
Direktur Utama: H. Herman S.Sos.l.
Direktur Fundraising: Dikdik Sodikin

Pengurus Yayasan Daarut Tauhid
1. Ketua: H. Gatot Kunta Kumara,

MM
2. Sekretaris: H. Tomy Satyagraha, g |Fr)e[z;<tu'\r/l girogram: Muhammad  Ihsan,
ST .PD., M.

Direktur Markom: Hendra Irawan

3. Bendahara: H. Yunus Zainuddin i i
Kepala Kesekretariatan: Nurhayati

4. Kontak Lembaga DT Peduli Metro
Alamat Kantor : JI. Sosro Sudarmo No. 12 Yosorejo. Metro Timur. Kota
Metro. Kode Pos 34111.

Informasi Layanan :

195 DT Peduli, “Kelembagaan”, dalam www.dtpeduli.org diunduh pada 9 Januari 2020.
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Telp. : (0725) 7852684

HP : 0857 6900 0103

5. Program DT Peduli Metro

Adapun program dan layanan yang dikelola oleh DT Peduli

Metro antara lain:

a. Program

1) Peduli Ekonomi

a)

b)

Desa Ternak Mandiri (DTM)

Program masyarakat pedesaan dengan pembekalan
bibit ternak disertai dengan pendampingan yang intensif dan
berkesinambungan. Sehingga mampu mandiri tidak
bergantung orang lain serta kedepannya mampu menjadi
muzakki.

Micro Finance Syariah Berbasis Masyarakat (Miskat)

Program pemberian modal atau dana bergulir,
keterampilan dan wawasan usaha, pendampingan kelompok,
serta pembinaan karakter dan akhlak kepada kaum dhuafa
(mustahiq) sehingga mampu mandiri dan tidaak bergantung
kepada orang lain serta kedepannya bisa menjadi muzakki.
Gerobak Barokah

Program yang bertujuan memberikan bantuan
gerobak untuk berjualan atau renovasi gerobak dan modal

usaha.
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2) Peduli Pendidikan

a)

b)

Rumah Asuh Daarul Ihya (RADI)

Program yang bertujuan untuk tercapainya
kehidupan insani melalui ketaatan dan akhlak mulia, serta
menyediaakan kesempatan bagi anak untuk menumbuhkan
minat, bakat, serta potensi yang dimilikinya dengan tidak
mengesampingkan ketaatan anak-anak kepada Allah SWT.
Baitul Qur’an (BQ)

Program yang bertujuan untuk tercapainya
kehidupan insan yang qur’ani melalui ketaatan dan akhlak
mulia, serta menyediakan kesempatan bagi anak untuk
menumbuh kembangkan minat bakat serta potensi yang
dimilikinya dalam menghafal Al-Qur’an dengan tidak

mengesampingkan ketaatan terhadap Allah SWT.

3) Peduli Kemanusiaan

a)

b)

Warung Sedekah

Merupakan layanan yang diberikana berupa makan
siang gratis setiap hari Jum’at untuk keluara pra sejahhtera
di Kota Metro.
Jum’at Berbagi

Merupakan layanan yang diberikan berupa paket
sembako atau nasi kotak kepada keluarga pra sejahtera di

wilayah Kota Metro.
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Kebencanaan

Tanggap darurat bagi korban bencana alam yang
meliputi trauma healing, penyaluran dana, sembako, dan
kebutuhan pokok lainnya.
Ramadhan Peduli Negeri

Program yang dijalankan selama bulan Ramadhan
yang berupa berbuka puasaa bersama 500 anak yatim dan
dhuafa, tebar Al-Qur’an, sedekah ta’jil, Idul Fitri ceria.
Qurban Peduli Negeri

Merupakan program penyembelihan dan
pendistribusian daging qurban ke pelosok negeri yang padat

penduduk, kumuh dan sesuai dengan tuntutan syariah.

Peduli Kesehatan

a)

b)

Sedekah Daging (Tambahan Gizi)

Program pemberian daging kambing siap saji gratis
setiap hari jum’at untuk anak yatim dan dhuafa di pondok
Pesantren dan Rumah Asuh.

Penyuluhan Kesehatan

Layanan vyang diberikan berupa penyuluhan

kesehatan, cek golongan darah, subuh sehat (tes darah, gula

darah, asam urat dan kolesterol).
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c) Ambulance Gratis
Layanan yang diberikan secara gratis berupa antar
jemput pasien yang sakit, antar jemput jenazah menuju
tempat pemakaman serta tanggap darurat korban bencana.1%®
A. Pengelolaan Dana Non Halal Untuk Kegiatan Infrastruktur Sosial di
Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Metro
1. Pengertian Dana Non Halal
Dana non halal adalah setiap pendapatan yang berasal dari
usaha yang tidak halal dan bertentangan dengan syariah seperti hasil
perjudian, penjualan barang haram, dll. Dana non halal yang
diterima oleh DT Peduli Metro bukanlah dana yang secara Islam
adalah mutlak haram. Karena jika dana tersebut berasal dari kegiatan
yang haram mutlak maka DT Peduli Metro tidak akan
mengambilnya. Dana yang diambil oleh DT Peduli Metro adalah
dana yang secara Islam masuk ke ranah subhat.
Kriteria dana non halal dibagi mejadi 2 (dua), yaitu:
a. Harta yang haram karena zatnya yang najis (haram lidzatihi),
seperti minuman memabukkan (khamar) daging babi, dll.
b. Setiap aset yang dihasilkan dari usaha yang tidak halal (al-kasbu
al-ghairi al-mayru’), usaha yan tidak halal sepertti, pinjaman
berbunga, perjudian, suap, korupsi jual beli minuman keras, jual

beli babi, dll.

106 Brosur Program DT Peduli Metro, dilihat pada 12 Januari 2020.
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Kedua jenis harta tersebut hukumnya haram atau
diharamkan, yang pertama karena zatnya dana yang kedua karena
bersumber dari usaha yang tidak halal. Di DT Peduli Metro,
pendapatan dana non halal yang diterima bukanlah harta yang haram
karena zatnya tetapi harta yang harta yang karena bersumber dari

usaha yang tidak halal %’

2. Sumber Dana Non Halal di DT Peduli Metro

DT Peduli Metro telah menerima dana non halal sejak tahun
2015. Dana non halal tersebut berasal dari donator yang melakukan
transaksi dengan bank konvensional. Dimana dalam transaksi tersebut
menghasilkan bunga dan bunga yang dihasilkan oleh donator dipisahkan
kemudian disedehkan kepada DT Peduli Metro.

Sistem bunga dalam bank mengharamkan mereka yang
mendepositokan uang untuk jangka waktu tertentu mendapat
pengembalian uang titipan itu dari bank ditambah dengan bunga yang
jumlahnya telah ditentukan pada hari penitipan uang. Sebaliknya,
kepada mereka yang meminjam uang dari bank untuk jangka waktu
tertentu oleh bank mengembalikan uang yang dipinjam. Selain itu, ia
juga harus menerima tambahan uang tambahan yang jumlahnya telah
disepakati pada waktu pengembalian pinjaman. Uang tambahan itu

disebut dengan bunga.

107 Hasil Wawancara dengan Bapak Hasan selaku Kepala Unit dan Bapak Aris selaku
Kabag Program Daarut Tauhid Peduli Metro, Tanggal 7 Januari 2020.
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Bunga bank adalah masalah yang masih diperdebatkan apakah
termasuk riba yang diharamkan atau tidak. Pada tanggal 16 Desember
2003, MUI melalui fatwanya dengan tegas melarang adanya praktek
riba. Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-
Indonesia menetapkan fatwa bahwa bank, asuransi, pasar modal,
pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya maupun individu
yang melakukan praktek bunga adalah haram.%®

Sebagai lembaga amil zakat, DT Peduli Metro menerima dana
selain yang berasal dari Zakat, Infag, Shadaqoh dan Wakaf yaitu dana
non halal, dana yang berasal dari bunga bank. Alasan DT Peduli Metro
menerima dana tersebut adalah untuk membantu muzzaki mensucikan
hartanya dari harta yang tidak halal kemudian juga untuk mencegah
terjadinya pemanfaatan dana oleh orang yang tidak bertanggung
jawab.1%® Penerimaan dana non halal yang terjadi di DT Peduli Metro
tidak dapat dihindari sebagai Lembaga Amil Zakat.

Dalam transaksi penerimaan dana yang dilakukan amil dan
muzzaki terdapat dua cara, yaitu: dana yang akan diberikan kepada amil
bisa diantarkan langsung ke alamat lembaga ataupun bisa ditransfer
melalui bank. Bank yang digunakan oleh lembaga untuk bertransaksi

dengan muzzaki adalah Bank Muamalat dan Bank BNI Syariah. Sejauh

108 Ahmad Roziq dan Widya Yanti, “Pengakuan, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non
Halal Pada Lembaga Amil Zakat Pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat”, Jurnal Akuntasi
Universitas Jember No. 2/Maret 2015, 36.

109 Hasil Wawancara dengan Bapak Hasan selaku Kepala Unit Daarut Tauhid Peduli Metro,
Tanggal 8 Januari 2020.
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ini DT Peduli Metro sudah tidak bekerjasama lagi dengan bank
konvensional dalam penerimaan dana zakat dari muzzaki.°

Pendapatan non halal (dana non halal) adalah bukan merupakan
pendapatan yang secara sengaja diterima oleh entitas syariah seperti
hasil korupsi, pencurian, perampokan yang diketahui entitas syariah
karena secara sistem entitas syariah otomatis menerima bunga dari
investasi konvensional (tabungan dan deposito di bank konvensional).
Entitas syariah berhubungan dengan lembaga keuangan konvensional
dalam rangka lalu lintas keuangan dan pembayaran karena secara sistem
keuangan belum bisa diselenggarakan oleh lembaga keuangan syariah
sehingga statusnya adalah darurat. Jika dikemudian hari lembaga
keuangan syariah sudah bisa melayani transaksi tersebut, maka
hubungan dengan lembaga keuangan konvensional segera dihentikan
untuk menghindari transaksi ribawi.

Dana non halal yang diterima oleh DT Peduli Metro sendiri
dipisahkan dari dana halal yang ada di lembaga. Tetapi dalam laporan
keuangannya dana non halal dan dan non haram masih digabungkan
menjadi satu. Dalam setahun belum tentu ada dana non halal yang
diterima oleh lembaga. Tetapi pada tahun 2018 ada = Rp 15.000.000,00

yang masuk ke dalam kas lembaga.!!

110 Hasil Wawancara dengan Bapak Hasan selaku Kepala Unit Daarut Tauhid Peduli Metro,
Tanggal 8 Januari 2020.

111 Hasil Wawancara dengan Ibu Ranti selaku Staf Keuangan Daarut Tauhid Peduli Metro,
Tanggal 7 Januari 2020.
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Pada ED PSAK Nomor 109 paragraf 38 Akuntansi Zakat
menyebutkan bahwa amil menyajikan dana zakat,dana infak/sedekah,
dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca keuangan
(laporan posisi keuangan).

Dari penjelasan di ED PSAK Nomor 109 dapat dikatakan
berdasarkan laporan yang dibuat DT Peduli Metro belum sesuai dengan
ED PSAK Nomor 109. Seharusnya DT Peduli Metro menyajikan
informasi dana non halal pada laporan keuangan terpisah dari dana
zakat, infak, sedekah dan wakaf.

3. Pengelolaan Dana Non Halal di DT Peduli Metro

Dana non halal yang diperoleh DT Peduli Metro digunakan
untuk pembangunan infrastuktur sosial yaitu pembangunan jalan.
Pembangunan jalan tersebut dilakukan di depan Gedung Dakwah &
Pemberdayaan Ummat DT Peduli Metro, dimana pada awalnya tidak
ada akses jalan untuk menuju ke Gedung tersebut dikarenakan masih
berbentuk parit sehingga dana itu digunakan untuk menimbun dan
membuat akses jalan. Pembangunan jalan tersebut berada di Ganjarasri
16¢, di belakang Intan Sport.!!2

Kemudian, ketika pembangunan jalan tersebut dilaksanakan
tidak ada kerjasama dengan pemerintah. Tetapi masyarakat ikut

bergotong royong bahkan ada sebagian yang menghibahkan tanahnya.

112 Hasil Wawancara dengan Bapak Aris selaku Kabag Program Daarut Tauhid Peduli
Metro, Tanggal 7 Januari 2020.
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Dan dalam pembangunan jalan tersebut menggunakan nama lembaga
karena lembaga sudah diamanatkan oleh para donatur tentang dana
tersebut.!t3

Menyalurkan dana non halal itu lebih utama dalam salah satu
hal yang bermanfaat bagi kaum Muslimin daripada membiarkannya
berpindah tangan ke kaum kafir yang akhirnya akan mereka gunakan
untuk bekerja sama dalam hal-hal yang diharamkan Allah. Aset non
halal bisa disalurkan asal sesaui dengan syariah. Dana non halal
biasanya dapat dialokasikan pada masalah-masalah sosial misalnya
pembangunan jalan, pengadaan tempat sampah, pembangunan
penyaluran air, dan yang lainnya untuk kepentingan sosial. Dan dana
non halal tidak diperkenankan untuk pembuatan fasilitas atau tempat

ibadah seperti mushola dan masjid.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan diketahui bahwa
Pengelolaan Dana Non Halal di Daarut Tauhid Peduli Metro bahwa
dana non halal didapatkan dari seorang donatur yang melakukan
transaksi dengan bank konvensional dimana dalam transaksi tersebut
menghasilkan bunga. Bunga tersebut kemudian disedekahkan oleh
donatur kepada Daarut Tauhid Peduli Metro yang oleh Daarut Tauhid

Peduli Metro dikelola untuk pembangunan jalan.

113 Hasil Wawancara dengan Bapak Hasan selaku Kepala Unit Daarut Tauhid Peduli Metro,
Tanggal 8 Januari 2020.
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4. Analisis Hukum Islam tentang Pengelolaan Dana Non Halal Untuk
Kegiatan Infrastruktur Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam di
Daarut Tauhid Peduli Metro

Dana non halal adalah dana yang berasal dari kegiatan usaha
yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, yaitu bersumber dari denda
dan bunga bank. Bunga bank adalah masalah yang masih diperdebatkan
apakah termasuk riba yang diharamkan atau tidak. Banyak pendapat
dan tanggapan dari para ulama dan ahli figih ataupun kontemporer
tentang bunga bank dan riba. Tetapi dalam Al-Qur’an dan Hadist sudah

dijelaskan bahwanya riba adalah haram.

DT Peduli Metro sendiri telah menerima dana non halal sejak
tahun 2015. Dimana sumber dananya berasal dari bunga bank. Yang
mana masih terdapat banyak kontroversi apakah dana yang berasal dari
bunga bank tersebut adalah haram ataupun halal. Sehingga masuk ke
ranah subhat.*

Dana tersebut bersumber dari bunga bank yang disedekahkan
untuk pembangunan infrastruktur sosial yaitu pembangunan jalan. Dana
non halal yang diperoleh DT Peduli Metro digunakan untuk
pembangunan infrastuktur sosial yaitu pembangunan jalan.
Pembangunan jalan tersebut dilakukan di depan Gedung Dakwah dan

Pemberdayaan Ummat DT Peduli Metro dimana pada awalnya tidak ada

114 Hasil Hasil Wawancara dengan Bapak Hasan selaku Kepala Unit Daarut Tauhid Peduli
Metro, Tanggal 8 Januari 2020.
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akses jalan untuk menuju ke sana dikarenakan masih berbentuk parit
sehingga dana itu digunakan untuk menimbun dan membuat akses jalan.
Pembangunan jalan tersebut berada di Ganjarasri 16c, di belakang Intan
Sport. Ketika donator menyerahkan dana tersebut kepada lembaga,
mereka mengatakan bahwasanya dana tersebut merupakan dana yang

berasal dari bunga bank yang tidak mereka ambil.

Adapun masalah haram tetap dinilai haram betapapun baik dan
mulianya niat dan tujuan itu. Bagaimanapun baiknya rencana, selama
hal itu tidak dibenarkan oleh Islam, selamanya yang haram itu tidak
boleh dipakai alat untuk mencapai tujuan yang terpuji. Islam selamanya
menginginkan tujuan yang suci dan caranya pun harus suci juga.
Syari’at Islam tidak membenarkan prinsip yang disebut al-ghayah
tubirrul wasilah (tujuan menghalalkan segala cara) atau suatu prinsip
yang mengatakan al-wushulu ilal haq bil khaudhi fil katsiri minal bathil
(untuk dapat memperoleh sesuatu yang baik, boleh dilakukan dengan
bergelimang dalam kebatilan). Bahkan yang ada adalah sebaliknya,

yaitu setiap tujuan harus dicapai dengan cara baik pula.

Oleh karena itu, barang siapa mengumpulkan uang yang
diperoleh dengan jalan riba, maksiat, permainan haram, judi dan
sebagainya yang dapat dikategorikan haram, dengan maksud untuk
mendirikan masjid atau untuk terlaksananya rencana-rencana yang baik

lainnya, maka tujuan baiknya tidak akan menjadi syafaat baginya,
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sehingga dengan demikian dosa haramnya itu dihapus. Haram dalam
syariat Islam tidak dapat dipengaruhi tujuan dan niat. Hal ini

berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits, yaitu:
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Diriwayatkan dari Abu Kuraib Muhammad bin Ala’i dari Abi Usamah
dari Fugail bin Marzug dari Adi bin Sabit dari Hazim dari Abi
Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya
Allah itu maha baik, la tidak mau menerima kecuali yang baik pula.
Allah pun memerintahkan kepada orang mukmin seperti halnya
perintah kepada para rasul '
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"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-
baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika
benar-benar kepada-Nya kamu menyembah ”(Q.S Al-Bagarah: 172)
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“Siapa yang mengumpulkan uang dari jalan yang haram kemudian dia
sedekahkan harta itu, sama sekali dia tidak akan memperoleh pahala
bahkan dosanya akan menimpa dia” (Riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu
Hibban, dan Hakim)**6

Hal ini juga dijelaskan pula dalam hadits Rasulullah SAW

15 1bid.
118 1bid.
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Diriwayatkan dari Abdullah bin Nu’man bin Basyir r.a, ia berkata,
“Sesunggguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram jelas. Dan
diantara keduanya ada perkara-perkara syubhat (samar-samar), yang
tidak diketahui orang banyak. Maka siapa yang menjauhi syubhat
berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan
siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus
dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang
menggembalakan hewan gembalanya di sekitar (ladang) yang
terlarang dimasuki, maka lambat laun dia akan memasukinya.
Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah
adalah yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam tubuh ada
segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh dan jika dia
buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah
hati.

Berdasarkan hadist di atas menjelaskan bahwa semestinya
penerimaan dana non halal harus dihindari baik untuk perseorangan

ataupun untuk sebuah lembaga yang berlebelkan Islam. Dimana

117 Muhammad Shalih bin Al-Utsaimin, Syarah Hadits Arba’in Imam An-Nawawi, terj.
Umar Mujtahid (Solo: Ummul Qura, 2012), 137.
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penerimaan tersebut berasal dari kegiatan-kegiatan usaha yang secara
syariah dilarang. Karena yang haram itu jelas dan yang halal itu jelas dan
hendaklah menjauhi perkara syubhat. Maka dengan menjauhi perkara
syubhat membantu untuk menghindari dari perbuatan maksiat serta
menjaga agamanya dan kehormatannya. Maka dana yang dihasilkan dari
usaha yang haram tetap akan menjadi haram jikapun disedekahkan
atau diinfakkan tidak akan mendapatkan berkah walaupun memiliki
tujuan dan niat yang baik.

Namun, Islam memang agama yang sempurna dan universal,
meskipun riba dilarang tetapi dalam kondisi darurat memungut hasil riba

itu masih diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan Q.S Al-An’am ayat 119:

NP
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“Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal)
yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal
sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang
diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu
memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar
benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka
tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih
mengetahui orang-orang yang melampaui batas.” (Q.S Al-An’am:
119)
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Jika hanya dilihat dari sumber dananya saja maka dana tersebut
akan terus tidak terpakai dan mengendap di tabungan donator. Oleh
karena itu jika dilihat dari maslahat yang ditimbulkan oleh dana tersebut
maka dana tersebut dapat digunakan untuk kemaslahatan umat dan
kepentingan umum. Hal ini didasari dana non halal tersebut tidak boleh
digunakan oleh pemilik atau pelaku usaha karena hukumnya haram dan
dana tersebut tidak boleh digunakan oleh pemiliknya untuk kebutuhan
apapun, baik secara terbuka ataupun dengan cara hilah seperti
digunakan untuk membayar pajak. Sebagaimana dijelaskan oleh

Standar Syariah AAOIFI yaitu:

“pendapatan non halal tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan
apapun, walaupun dengan cara hilah ribawiyah, seperti digunakan
untuk membayar pajak. ”

Diskusi intensif lkatan Akuntansi Indonesia dan MUI pada 10
September 2008 menyatakan bahwa semua sepakat untuk merubah
istilah dana non halal. Istilah dana non halal diganti dengan dana untuk
kepentingan umum. Alasan dirubahnya istilah dana non halal menjadi
dana untuk kepentingan umum yaitu istilah dana non halal dirasa tidak
mencerminkan misi syariah, agar tidak terjadi salah pengertian di dalam
lingkup zakat, infak dan shodagoh, serta pada prinsipnya dana tersebut
dapat digunakan (bukan dana non halal dalam arti haram dan tidak bisa

digunakan).!®

18 1hid., 15.
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Majelis  Ulama Indonesia (MUI)  memperbolehkan
menggunakan dana non halal untuk kepentingan umat. Hal ini
diputuskan dalam rapat pleno Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI di
Ancol, Jakarta pada Kamis Tanggal 8 November 2018 yang dipimpin
oleh Ketua MUI yaitu Ma’aruf Amin. Dana non halal wajib digunakan
dan disalurkan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan umum

dengan prinsip syariah.!®

Setidaknya ada empat solusi fikih yang dijadikan landasan
dalam menetapkan fatwa DSN-MUI,; yaitu al-Taysir al-Manhaji, Tafriq

al Halal ‘An al-Haram, *Adah al-Nazhar, dan Tahgiq al-Manath.!?

a. Al-Taysir al-Manhaji dapat diartikan memilih pendapat yang ringan
namun tetap sesuai aturan. Meskipun mengambil pendapat yang
lebih meringankan (at-taisir) namun tetap dalam koridor manhaj
yang ada.

Metode Al-Taysir al-Manhaji ~ dimaksudkan agar
menghindarkan fatwa disahkan tanpa mengikuti pedoman. Tidak
jarang suatu masalah dijawab dengan fatwa yang meringankan
namun hanya mempertimbangkan aspek kemaslahatannya saja dan
tidak mengindahkan aspek kesesuaian metodologisnya (al-

manhaj).

119 CNN Indonesia, “MUI Tegaskan Bank Syariah Boleh Gunakan Dana Tak Halal”, dalam
www.chnindonesia.com diunduh pada 11 Januari 2020.

120 NU Online, “Inilah Solusi Fikih Landasan Penetapan Fatwa DSN MUI” dalam
www.nu.or.id diunduh pada 25 Januari 2020.
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Prinsip dasar penerapan kaidah al-Taysir al-Manhaji dalam
fatwa DSN-MUI adalah menggunakan pendapat yang lebih rajih
dan lebih maslahat jika memungkinkan; jika tidak, maka yang
digunakan adalah pendapat yang lebih maslahat (saja).

Langkah operasionalnya adalah mencari solusi fikih yang
secara dalil lebih kuat dan sekaligus lebih membawa kemaslahatan.
Namun apabila hal itu tidak bisa (atau sulit) dilakukan, maka yang
didahulukan adalah pertimbangan kemaslahatan, sedangkan
kekuatan dalil (aqwa dalilan) dijadikan pertimbangan setelahnya.

. Pemisahan antara harta halal dan nonhalal (at-tafriq baina al-halal
wal haram). Umumnya, orang memahami bahwa percampuran
antara yang halal dan yang haram, maka dimenangkan yang haram,

sesuai kaidah

A0l Qe oAl 5 J5AD) aadal) 1)

“Jika ada dana halal dan haram bercampur, maka menjadi dana
haram”

Dalam pandangan DSN-MUI kaidah tersebut tidak cocok
diterapkan di bidang ekonomi. Kaidah tersebut lebih cocok
digunakan dalam bidang pangan, khususnya yang cair. “Halal-
haram dalam bidang pangan terkait dengan bahannya (‘ain),
sehingga jika terjadi percampuran maka akan terjadi persinggungan
dan persenyawaan yang sulit dipisahkan. Dalam kondisi seperti itu
maka tepat menggunakan kaidah ‘apabila bercampur antara yang

halal dan yang haram, maka percampuran tersebut dihukumi haram.
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Sedangkan apabila pemisahan antara yang halal dari yang
haram dapat dilakukan, misalnya dalam kasus percampuran antara
harta yang halal dan yang tidak halal, maka kaidah ini tidak cocok
diterapkan, dan yang lebih tepat adalah menggunakan kaidah
pemisahan yang halal dari yang haram.

Penjelasannya, bahwa harta atau uang dalam persepektif
fikih bukanlah benda haram karena zatnya (“‘ainiyah) tapi haram
karena cara memperolehnya yang tidak sesuai syariah (ligairih),
sehingga dapat untuk dipisahkan mana yang diperoleh dengan cara
halal dan mana yang nonhalal. Dana yang halal dapat diakui sebagai
penghasilan sah, sedangkan dana nonhalal harus dipisahkan dan
dialokasikan untuk kepentingan umum.

Teori tafriq al-halal ‘an al-haram digunakan di fatwa DSN-
MUI dengan pertimbangan bahwa dalam konteks Indonesia
kegiatan ekonomi Syariah belum bisa dilepaskan sepenuhnya dari
sistem ekonomi konvensional yang ribawi. Setidaknya institusi
ekonomi Syariah berhubungan dengan institusi ekonomi
konvensional yang ribawi dari aspek permodalan, pengembangan
produk, maupun keuntungan yang diperoleh.

‘Adah Al-Nazhar (telaah ulang). Telaah ulang terhadap pendapat
ulama terdahulu bisa dilakukan dalam hal pendapat ulama terdahulu
dianggap tidak cocok lagi untuk dipedomani karena faktor sulit

diimplementasikan (ta ‘assur, ta’adzdzur aw shu 'ubah al-amal).



71

Telaah ulang salah satu caranya dilakukan dengan menguji
kembali pendapat yang mu’tamad dengan mempertimbangkan
pendapat hukum yang selama ini dipandang lemah (marjuh bahkan
mahjur), karena adanya ‘/lah hukum yang baru dan/atau pendapat
tersebut lebih membawa kemaslahatan; kemudian pendapat tersebut
dijadikan pedoman (mu tamad) dalam menetapkan hukum.

Teori ini merupakan jalan tengah atau moderat di antara
pemikiran pakar hukum ekonomi syariah yang terlalu longgar
(mutasahil) dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi
syariah, sehingga ekonomi Islam terjebak pada labeling. Sebaliknya
dengan teori ini pengembangan ekonomi Islam tidak terlalu ketat
dan terikat dalam kaidah-kaidah dan pemikiran figih klasik yang
mungkin sulit diaplikasikan kembali pada era sekarang
(mutasaddid). Dasar teori ini adalah kaidah: “Hukum itu berjalan
sesuai dengan illah-nya, ada dan tidak adanya (illah) (al-hukm
yaduru ma‘a ‘illatihi wujud[an] wa ‘adam[an]).

d. Tahgiq Al-Manath (Analisa Penentuan Alasan Hukum/’Illat) adalah
analisa untuk mengetahui adanya alasan hukum (‘illah) lain dalam
satu kasus, selain illat yang diketahui sebelumnya, baik melalui

nash, ijma, ataupun istinbath.

Mayoritas ulama menyatakan bahwa dana non halal hanya boleh
disalurkan untuk fasilitas umum (al-mashlahih al-ammah), seperti

pembangunan jalan raya dan MCK. Sedangkan sebagian ulama seperti
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Yusuf Qardhawi dan Al-Qurrah Dagi berpendapat, bahwa dana non
halal boleh disalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial (aujuh al-khair),
baik fasilitas umum (al-mashlahih al-ammah), ataupun selain fasilitas
umum, seperti hajat konsumtif faqir, miskin, termasuk program-

program pemberdayaan masyarakat.**

Yusuf Qardhawi mengatakan dana non halal harus disalurkan
sesuai ketentuan syariah yaitu menghindari adanya konsumsi dan
fasilitas ibadah. Dana non halal ini akan masuk dalam dana kebajikan,

namun harus disajikan secara terpisah dari dana yang halal.*??

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan
bahwa Pengelolaan Dana Non Halal Untuk Kegiatan Infrastruktur
Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam Di Lembaga Amil Zakat Daarut
Tauhid Peduli Metro) adalah diperbolehkan. Dalam pengelolaan dana
non halal tersebut oleh Daarut Tauhid Peduli Metro digunakan untuk
pembangunan jalan. Pembangunan jalan tersebut belum sepenuhnya
dapat digunakan untuk kepentingan umat karena pembangunan jalan
tersebut dilakukan di depan Gedung Dakwah dan Pemberdayaan
Ummat DT Peduli Metro. Sehingga kemaslahatan yang ditimbulkan

belum sepenuhnya tercapai.

121 Oni Sahroni, “Peruntukan Dana Non-Halal”, dalam www.izi.or.id diunduh pada 17
September 2019
122 Ahmad Roziq dan Widya Yanti, “Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, 26.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengelolaan dan analisis data yang telah dilakukan
hasilnya menyatakan bahwa Pengelolaan Dana Non Halal Untuk Kegiatan
Infrastruktur Sosial di Daarut Tauhid Peduli Metro dalam Perspektif Hukum
Islam adalah diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan keputusan MUI tentang
diperbolehkannya dana non halal digunakan untuk kepentingan umat.
Sebagaimana metode yang digunakan dalam penetapannya yaitu: al-Taysir al-
Manhaji, Tafrig al Halal ‘An al-Haram, ’Adah al-Nazhar, dan Tahqiq al-

Manath.

B. Saran
1. Dana non halal yang diterima harus dikelola dan disalurkan untuk
kemaslahatan umat dan kepentingan umum sesuai dengan prinsip syariah.
2. Dalam penyusunan laporan keuangan seharusnya dana non halal dipisahkan
dengan dana lain yang didapatkan oleh Daarut Tauhid Peduli Metro.
Sehingga penerimaan dan pengeluaran dana non halal tersebut jelas dan
transparan sesuai dengan pedoman ED PSAK Nomor 109 tentang

Akuntansi Zakat.
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ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENGELOLAAN DAN NON HALAL UNTUK KEGIATAN
INFRASTRUKTUR SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Metro)

A. Wawancara/Interview

1. Wawancara dengan Kepala Unit Daarut Tauhid Peduli Metro

a.

b.

Apa yang dimaksud dengan dana non halal?

Sejak kapan Lembaga Daarut Tauhid Peduli Metro menerima
sedekah yang berasal dari dana non halal?

Darimanakah sumber dana non halal berasal?

Mengapa Lembaga Daarut Tauhid Peduli Metro menerima sedekah
yang berasal dari dana non halal?

Dalam penerimaan dana non halal, dana itu diberikan secara cash
atau ditransfer melalui bank?

Jika melalui bank, apakah ditransfer dengan menggunakan bank
syariah atau bank konvensional?

Bagaimana cara membedakan dana yang halal dengan dana non
halal yang diberikan oleh donator?

Bagaimanakah cara pengelolaan dana non halal itu?

Apa saja infrastruktur sosial yang dibangun dengan menggunakan
dana non halal?

Dimana saja infrastruktur sosial yang telah dibangun yang oleh
Lembaga Daarut Tauhid Peduli Metro dengan menggunakan

sedekah yang berasal dari dana non halal?



k. Adakah kerjasama antara Lembaga Daarut Tauhid Peduli Metro
dengan pemerintah atau masyarakat dalam pembangunan
infrastruktur sosial tersebut?

I. Dalam pembangunan infrastruktur sosial tersebut, apakah
menggunnakan nama lembaga atau perorangan?

2. Wawancara dengan Kabag Program Daarut Tauhid Peduli Metro

a. Apa yang dimaksud dengan dana non halal?

b. Darimanakah sumber dana non halal berasal?

c. Dalam pengelolaanya dana non halal digunakan untuk apa?

d. Apa saja infrastruktur sosial yang dibangun dengan menggunakan
dana non halal?

3. Wawancara dengan Staf Bagian Keuangan Daarut Tauhid Peduli Metro

a. Apakah dana non halal dalam penerimaannya dipisahkan dengan
dana halal atau tidak?

b. Dalam setahun berapa banyak dana non halal yang didapatkan?

c. Apa saja infrastruktur sosial yang dibangun dengan menggunakan
dana non halal?

B. Dokumentasi
a. Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Metro

b. Infrastruktur Sosial (Jalan dan lainnya)
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Fakultas : Syari’ah

Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul ; PENGELOLAAN DANA NON HALAL UNTUK KEGIATAN
INFRASTRUKTUR SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM.

Tempat Penelitian  : Daarut Tauhid (DT) Peduli Metro

Maka saya selaku Kepala Unit Daarut Tauhid (DT) Peduli Metro memberikan Izin
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kami naungi. Demikian surat ini kami buat agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.
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DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Infarstruktur sosial yaitu pembangunan jalan yang dibangun dengan dana non halal

2. Motto, Visi dan Misi DT Peduli Metro 3. Produk-Produk dari DT Peduli Metro
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SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-143/In.28/S/U.1/0T.01/01/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam
Negeri (JAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ELSA KIRANA
NPM 1 1502090130
Fakultas / Jurusan :Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung
Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090130

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari
pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam
rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

W1 ERMgtro\\16 Januari 2020
~rviAn<Kepala Perpustakaan
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Elsa Kirana lahir di Blora (Jawa Tengah)
tanggal 14 Juni 1997. Penulis merupakan
putri dari Bapak Suryanto dan Ilbu
Sulasih. Penulis adalah anak ke dua dari
tiga bersaudara. Pendidikan Dasar penulis
di tempuh di Sekolah Dasar Negeri 2
Metro dan selesai pada tahun 2009.

Kemudian penulis melanjutkan

pendidikan di Sekolah Menengah Atas
Negeri 2 Metro dan selesai pada tahun 2012. Sedangkan pendidikan Menengah
Atas pada Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Metro dan selesai pada tahun 2015.
Kemudian penulis melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri

Metro Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESYy).



